TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI by UMI FADILLAH, .
i 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN 


















Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian 
studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum 

































Boleh jadi kamu membeci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 
bagi mu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
 
 




Sabar bukan tentang berapa lama kau bisa menunggu. 
Melainkan bagaimana perilakumu saat menunggu. 
 















Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
 Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, salawat serta salam 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
 Bapak dan Ibu Orang Tuaku, Bapak dan Ibu Mertua, suami beserta seluruh 
keluarga besar yang telah mendoakan dalam setiap sujud, dan setiap saat yang tak 
pernah bosan memberikan cinta kasihnya, dorongan, semangat. 






Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. 
Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi 
ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penulis sangat 
menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan 
keterbatasannya. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis meyakini dengan 
sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, 
bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang 
baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan 
rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 
1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd selaku Rektor Universitas Pancasakti beserta 
Para Wakil Rektor. 
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pancasakti  
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik 
sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti. 
4. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, 




5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang 
Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti. 
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti. 
7. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) dalam 
skripsi ini yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
8. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah 
memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi 
ini. 
9. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I Ujian Skripsi 
yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini. 
10. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II Ujian Skripsi yang 
memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini. 
11. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, atas bantuan dan 
ilmu yang sangat berguna selama mengikuti proses belajar atas bimbingan, 
kritik dan saran, serta ilmu yang sangat berharga.  
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi dan skripsi 
ini. 
Dengan penuh harap dan iringan do’a, semoga jasa kebaikan beliau 
sekalian diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhir kata, karya 
ilmiah ini penulis haturkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya 
ix 
 
saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya karya ilmiah ini. 
Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Swt. Amin.  
Wassallamu alaikum,Wr.Wb 
 








UMI FADILLAH, 5117500291, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
PEMBERIAN IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN 
PRIBADI 
 
Penelitian ini dilakukan di wilayah mejasem kabupaten tegal dengan objek 
penelitian adalah masyarakat yang melakukan penutupan jalan selain untuk 
kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan 
melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan penutupan jalan yang 
bersifat pribadi di wilayah mejasem kabupaten tegal. Pendekatan yang dilakukan 
adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif hasil  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan jalan 
selain untuk kegiatan lalu lintas dengan menutup jalan di wilayah Mejasem 
Kabupaten Tegal. Dilakukan untuk kegiatan pesta pernikahan, khitanan, dan 
kegiatan lainnya. Namun pelaksanaan penutupan jalan tersebut belum berjalan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana sebagian besar  
penutupan jalan yang dilakukan tidak memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh 
Polri. akibatnya terjadi kemacetan di sekitar lokasi penutupan jalan karena 
dilakukan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan. kurang maksimalnya 
pegawasan yang dilakukan oleh polri dan pemerintah, lemahnya kesadaran hukum 
masyarakat wilayah mejasem kabupaten tegal, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan 
menutup jalan di wilayah Mejasem Kabupaten Tegal.  
 







UMI FADILLAH, 5117500291, A JURIDICAL REVIEW OF THE 
GRANTING OF ROAD CLOSURE PERMITS FOR PERSONAL GAIN 
 
This research was conducted in the tegal regency mejasem area with the 
object of the study is a community that conducts road closures in addition to 
personal traffic activities. This research was conducted by conducting direct 
observations on the implementation of road closures that are private in the tegal 
regency mejasem area. The approach taken is a qualitative approach by 
descriptively presenting the results.  
The results of this study showed that the implementation of road use other 
than for traffic activities by closing roads in the Mejasem area of Tegal Regency. 
Done for wedding activities, circumcision, and other activities. However, the 
implementation of the road closure has not been carried out in accordance with 
applicable laws and regulations where most road closures carried out do not have 
written permits issued by the Police. As a result, there is congestion around the 
location of road closures because it is not in accordance with established 
procedures. Lack of maximum monitoring carried out by the police and 
government, weak legal awareness of the tegal regency, and applicable laws and 
regulations become factors that affect the implementation of road use other than 
for personal traffic activities by closing roads in the Mejasem area of Tegal 
Regency.. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang 
selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-
negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Selain permasalahan 
transportasi, kegiatanl pembangunan juga l mempengaruhi lperencanaan 
pengaturan lLalu lLintas. Selainl permasalahan ltransportasi, lkegiatan 
pembangunanl juga mempengaruhil perencanaan pengaturanl Lalul Lintas
1
. 
Hal l ini dikaitkanl bahwa setiapl perubahan gunal lahan akanl mengakibatkan 
perubahanl di dalaml sistem ltransportasinya. Transportasil adalah lpergerakan 
lmanusia, barangl dan informasil dari suatul tempat kel tempat lainl ldengan 
aman, lnyaman, lcepat, murah danl sesuai denganl lingkungan luntuk 
memenuhil kebutuhan hidupl lmanusia.
2
 Lebihl lanjut ditambahkanl lbahwa 
timbulnyal transportasi berdasarkanl pada lpersoalan :  
1. Kebutuhanl manusia akanl lbarang, jasal dan informasil dalam lproses 
lkehidupannya.  
2. Barang, jasal dan informasil tidak beradal dalam satul kesatuan ldengan 
tempatl ltinggalnya.  
Dual hal pokokl tersebut menyebabkanl terjadinya arusl lmanusia, 
barangl dan informasil dari suatul zona asall menuju kel zona tujuanl lmelalui 
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berbagail prasarana untukl memenuhi kebutuhanl hidup lmanusia.2 lDalam 
kehidupanl saat lini, manusial tidak dapatl memenuhi segalal lkebutuhan 
hidupnyal hanya daril tempat tinggalnya l lsaja. Pemenuhanl kebutuhan 
tersebutl mengakibatkan terjadinya l arus pergerakanl sehingga lmuncul 
permasalahanl ltransportasi.  
Jalan raya l merupakan suatul infrastruktur transportasil darat (ldalam 
bentuk lapapun), meliputil segala bagianl jalan termasukl bangunan lpelengkap 
danl perlengkapannya yangl diperuntukan bagil lalu l intas. Bangunan l 
pelengkap inil meliputil gedung-gedungl pemerintahanl (kantor lpolisi, pos 
lpolisi, rumah lsakit, dan lainl sebagainya l) dan perlengkapanl seperti (l ampu 
trafficl light, pagarl penghalang keretal lapi, rambu-rambul lalu l intas, dan l ain 
sebagainya l). Selainl itu jalanl mempunyai perananl penting dalaml lsegala 
bidang, termasukl menjadi salahl satu kebutuhanl dasar bagi l lmasyarakat 
untukl memenuhi kebutuhanl dasar l ainnya.  
Pasall 1 ayat l (12) ldijelaskan, bahwal Jalan adalahl seluruh bagianl 
lJalan, termasukl bangunan pelengkapl dan perlengkapannya yang 
diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, 
di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di 
atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel
3
.  
Ruang manfaat jalan meliputi l badan ljalan, saluranl tepi ljalan, ldan 
ambangl lpengamannya. Ruangl milik jalanl merupakan ruangl sepanjang ljalan 
yangl dibatasi olehl l ebar, kedalamanl dan tinggi l ltertentu. Ruangl milik ljalan 
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inil terdiri daril ruang manfaatl jalan danl sejalur tanahl tertentu dil luar lruang 
manfaat jalan. Dan yang terakhir adalah ruang pengawasan jalan, yang 
merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada 
di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan 
diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan 
konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. 
Ruangl milik jalanl merupakan ruangl sepanjang jalanl yang ldibatasi 
olehl lebar, kedalamanl dan tinggi l ltertentu. Ruangl milik jalanl ini terdiril ldari 
ruangl manfaat jalanl dan sejalurl tanah tertentul di luarl ruang manfaatl ljalan. 
Danl yang terakhirl adalah ruangl pengawasan ljalan, yangl merupakan lruang 
tertentul di luar l ruang milikl jalan yangl penggunaannya adal di lbawah 
pengawasanl penyelenggara ljalan. Ruangl pengawasan jalanl ldiperuntukkan 
bagil pandangan bebasl pengemudi danl pengamanan konstruksil jalan lserta 
pengamananl fungsi ljalan.  
Bagianl jalan tersebutl merupakanl bagian-bagianl yang sangatl lvital 
bagil pengguna ljalan. Bilal bagian jalanl tersebut terganggu l oleh lmasyarakat 
yangl menyelenggarakan acara l untuk kepentinganl pribadinya, tentul lfungsi 
jalanl tidak tercapail secara loptimal. Hall ini jugal akan lmenimbulkan 
kekacauanl bagi para l pengguna jalanl yang lmelintas. Tidakl ldibenarkan 
orangl atau masyarakatl yang melakukanl suatu perbuatanl yang ldapat 






Hal l ini sudah l sangat jelasl diatur padal Pasal 12l Undang-Undangl 
Nomor 38l Tahun 2004l tentang Jalanl yang lberbunyi :  
(1) Setiapl orang dilarangl melakukan perbuatanl yang lmengakibatkan 
terganggunya l fungsi jalanl di dalaml ruang manfaatl ljalan;  
(2) Setiapl orang dilarangl melakukan perbuatanl yang lmengakibatkan 
terganggunya lfungsi jalanl di dalaml ruang milikl ljalan;  
(3) Setiapl orang dilarangl melakukan perbuatanl yang lmengakibatkan 
terganggunya l fungsi jalanl di dalaml ruang pengawasan l ljalan. 
ngawasan l ljalan.  
 
Penyelenggaraan jalan yangl dilakukan olehl negara memilikil lbeberapa 
tujuanl yang tentunyal berpihak kepadal lrakyat, danl memberi lkemudahan 
bagil rakyat untuk l melakukan berbagail macam laktivitasnya. lBerdasarkan 
Pasall 3l Undang-Undangl Nomor 38l Tahun l2004, tujuanl dari lpengaturan 
penyelenggaraanl jalan ladalah:  
1. Mewujudkanl ketertiban danl kepastian hukuml dalam lpenyelenggaraan 
ljalan;  
2. Mewujudkanl peran masyarakatl dalam penyelenggaraanl ljalan;  
3. Mewujudkanl peran penyelenggaral jalan secaral optimal ldalam 
pemberianl layanan kepadal lmasyarakat;  
4. Mewujudkanl pelayanan jalanl yang andall dan primal serta lberpihak 
padal kepentingan lmasyarakat;  
5. Mewujudkanl sistem jaringanl jalan yangl berdaya guna l dan lberhasil 
guna l untuk mendukungl terselenggaranya sistem l transportasi lyang 
lterpadu; danl  





Berdasarkanl penjelasan daril Pasal 5l ayat (1l) Undang-Undangl lNomor 
38l Tahun 2004 l tentang Jalanl bahwa jalanl sebagai bagianl lprasarana 
transportasil mempunyai peranl penting dalaml bidang lekonomi, lsosial 
budaya, lingkunganl lhidup, lpolitik, pertahananl dan lkeamanan, lserta 
dipergunakanl untukl sebesar-besarl kemakmuran lrakyat.  
Jalanl merupakan salahl satu fasilitasl publik yangl sangat vitall lbagi 
warga l lmasyarakat. lNamun, dil samping litu, banyak l sekali laktifitas 
pelanggaranl yang mengakibatkanl terganggunya fungsi l jalan dil dalam lruang 
manfaatl jalan danl ruang milikl ljalan. lPelanggaran-pelanggaran l itu ldi 
antaranyal adalah pelanggaran l dalam penggunaanl jalan selainl luntuk 
kegiatanl lalu lintasl yang bersifatl pribadi denganl menutup ljalan, lseperti 
pelaksanaanl atau penyelenggaraanl acara resepsil lpernikahan, lacara 
khitanan, ataul acara-acaral perayaan tertentul yang sudah l lmenjadi 
kebudayaan l warga masyarakatl Indonesia umumnyal warga masyarakat. 
Namun, dil samping litu, banyak l sekali aktifitasl pelanggaran lyang 
mengakibatkanl terganggunya fungsi l jalan dil dalam ruangl manfaat jalanl 
ldan ruangl milik ljalan. Pelanggaran-pelanggaranl itu di antaranyal ladalah 
pelanggaranl dalam penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu lintasl lyang 
bersifatl pribadi denganl menutup ljalan, sepertil pelaksanaanl latau 
penyelenggaraanl acara resepsil lpernikahan, acaral lkhitanan, ataul lacara-acara 
perayaanl tertentu yangl sudah menjadil kebudayaan warga l lmasyarakat 




Tatal cara penggunaan l jalan selainl untuk kegiatanl Lalu Lintasl ltidak 
terealisasi sesuai l dengan peraturanl perundang-undangan l yang ltelah 
lditetapkan. Salahl satunya adalahl pesta pernikahanl digelar dil lJalan 
Semanggi raya Mejasem Kabupaten Tegal. Sebuahl tenda ldibangun 
denganl menggunakan seluruhl badan ljalan. Hall ini mengakibatkanl l alu 
lintasl di ruasl jalan tersebutl lterganggu. Tidakl hanya karenal adanya ltenda, 
namunl penyelenggara acaral juga tidakl menginformasikan adanya l tenda ldi 
ujungl ljalan. Akibatnyal banyak penggunal jalan yangl terkecoh danl ltetap 
masukl ke l Jalan Semanggi raya Mejasem Kabupaten Tegal danl lharus 
memutarl lbalik. Dikarenakanl ruas jalanl yang lsempit, Penggunal lkendaraan 
rodal empat terpaksal harus mundur l karena tidakl ada areal untuk lberputar, 
seharusnya l jika hall ini dil bantah makal akan dil berikan sanksil ladministratif.  
Pengalihanl arus lalul lintas kel jalan alternatifl sebagai akibatl ldari 
penutupanl jalan harusl dinyatakan denganl rambu-rambul sementara lyang 
bisal dipindahkanl dan/ataul menempatkan lpetugas. Apabilal lpenggunaan 
jalanl selain untukl kepentingan lalul lintas tidakl sampai lmengakibatkan 
penutupanl jalan ltersebut, pejabatl yang berwenangl memberi lizin 
menempatkanl petugas yangl berwenang padal ruas jalanl dimaksud luntuk 
menjagal keselamatan danl kelancaran lalul lintas
4
.  
Padal dasarnya, penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu l intas 
yangl bersifat pribadil diperbolehkan mengacul pada pasall 28 lUndang-
undangl Nomor 22 l Tahun 2009l Tentang Lalu l Lintas dan l Angkutan lJalan. 
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Namun, selainl itu disebutkanl pula bahwal Penggunaan jalanl lyang 
mengakibatkanl penutupan Jalanl dapat diizinkanl hanya jikal ada ljalan 
alternatifl dan penutupanl jalan tersebutl harus dinyatakanl dengan lRambu 
Lalul Lintas lsementara.  
Penggunaanl jalan untukl acara resepsil pernikahan ataul lkegiatan 
lainnya l seperti disebutkanl di atasl termasuk sebagai penggunaan jalan untuk 
kepentingan pribadi. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 
Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan 
Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, yang mengatakan bahwa penggunaan 
jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian 
atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan 
pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. lSelain, luntuk 
kegiatanl lalu l intas, yangl mengatakan bahwal penggunaan jalanl lyang 
bersifatl pribadi antaral lain untukl pesta lperkawinan, kematianl atau lkegiatan 
l ainnya. Jalanl yang dapatl digunakan untukl kepentingan pribadil ini ladalah 
jalanl lkabupaten, jalanl kota danl jalan ldesa.  
Penutupanl jalan untukl kepentingan pribadil yang tidakl sesuai laturan, 
sepertil tidak adanyal jalan alternatifl ataul rambu-rambul lsementara 
pengalihanl jalan yangl tidak lmemadai, salahl satu faktorl lpenyebabnya 
adalahl tidak sedikitl masarakat yangl tidak memilikil izin luntuk 
menggunakan l jalan sebagaimana l dimaksud dil latas. lMisalnya 




dalaml penggunaan jalanl selain untukl kegiatan lalul l intas, kegiatanl ini 
mempunyail beberapa syaratl untuk mendapatkanl lizin. Tetapil banyak lyang 
menutupl jalan tanpal adanya izinl dari pihakl kepolisian denganl alasan lacara 
tersebutl hanya diadakanl beberapa haril saja. Hal l tersebut yangl ldapat 
mengakibatkanl kemacetan danl inilah salahl satu tindakanl masyarakat lyang 
tidakl mematuhi lhukum.  
Hal l ini dapatl disebabkan olehl fakta dil lapangan menunjukkanl bahwa 
penegakanl hukum terkaitl dengan l pelanggaran penggunaan l jalan lselain 
untukl kegiatan lalul lintas sepertil yang telahl diatur dil dalam lUndang-
undangl Nomor 22l Tahun 2009 l Tentang Lalu l Lintas danl Angkutan lJalan 
sertal Peraturan Kapolril Nomor 10l Tahun 2012l Tentang Pengaturanl lLalu 
Lintasl dalam Keadaanl Tertentu danl Penggunaan Jalanl Selain luntuk 
Kegiatanl Lalu Lintas l saat inil belum berjalanl lmaksimal. Denganl ldemikian 
penegakanl hukum dalaml penggunaan jalanl selain untukl kegiatan lLalu 
Lintasl perlu penanganan l secara lebihl serius olehl pihak-pihakl yang lterkait. 
Penggunaanl Jalan Selainl untuk Kegiatanl Lalu Lintasl saat inil lbelum 
berjalanl lmaksimal. Denganl demikian penegakanl hukum dalaml lpenggunaan 
jalanl selain untukl kegiatan Lalul Lintas perlul penanganan secaral lebih 
seriusl olehl pihak-pihakl yang lterkait. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkanl uraian latarl belakang dil atas makal rumusan masalah yangl 




1. Bagaimanal pelaksanaanl penggunaanl jalan selainl lalu lintasl lyang 
bersifatl pribadi denganl menutup jalanl di l Wilayah Mejasem 
Kabupaten Tegal?  
2. Apa l faktor yangl mempengaruhi penegakanl hukum dalaml 
penggunaanl jalan selainl lalu lintasl yang bersifatl pribadi dli Wilayah 
Mejasem Kabupaten Tegal ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun penelitian ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :  
1. Untukl mengetahui pelaksanaanl penggunaan jalanl selain lalul l intas 
yangl bersifat pribadil dengan menutupl jalan dil Wilayah Mejasem 
Kabupaten Tegal.  
2. Untukl mengetahui apal saja faktorl yang mempengaruhil lpenegakan 
hukuml dalam penggunaan l jalan selainl untuk kegiatanl lalu lintasl lyang 
bersifatl pribadi dil Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal.. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum 
ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang 
diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :  
1. Manfaatl Teoritis  
Secaral teoretis diharapkanl dapat menambahl informasi ataul lwawasan 




lmasyarakat, khususnya l dalam penegakanl hukum dalaml lrangka 
meningkatkanl keselamatan lalul lintas danl mewujudkan lmasyarakat 
patuhl lhukum. Kemudianl dari hasil l penelitian inil diharapkan lpula 
dapatl memberikan sumbanganl pemikiran secaral ilmiah lguna 
pengembanganl ilmu pengetahuanl hukum padal lumumnya, ldan 
pengkajianl hukum khususnya l yang berkaitanl dengan lstrategi 
penegakanl hukum dalaml rangka meningkatkanl keselamatan l alu 
lintasl dan mewujudkanl masyarakat patuhl lhukum.. 
2. Manfaatl lPraktis  
Hasil l penelitian inil diharapkan dapatl memberikan sumbangl saran ldi 
dalaml penegakan hukuml guna mewujudkanl masyarakat patuhl lhukum 
bagil aparat penegakl hukum padal masa mendatangl guna lmewujudkan 
maupunl terpeliharanya lkeamanan, ketertibanl dan tegaknya l lhukum.  
 
E. Tinjauan Pustaka 
Berikut penulis ilustrasikan/deskripsikan beberapa penelitian terkait 
dengan tema penelitian yang peneliti laksanakan sebagai berikur :  
Penelitian Abdul Hafid Firdaus, 2019, yang berjudul Penutupan Akses 
Keluar Masuk Tetangga Ke Jalan Raya Tinjauan Hukum Islam dan Hukum 
Agraria (Sengketa Lahan Di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, 
Kabupaten Jombang). Skripsil ini merupakanl penelitian empirisl lyang 
membahasl tentangl kasus penutupan akses tetangga ke jalan raya dengan 




Indonesia, dan apakah penutupan jalan tersebut termasuk kedalam perbuatan 
melawan hukum. 
Penelitian Dimas Nugraha Ginting, 2019 yang berjudul l “Tanggungl 
Jawabl Pemborong Dalaml Pelaksanaan Pemboronganl lBangunan”. 
Penelitian skripsi inil merupakan penelitianl yuridis normatif yangl 
membahasl mengenail implikasi hukum terhadapl penutupan jalan yang 
dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah serta kaitannya dengan asas 
kepentingan umum.  
Secara substansil dan pembahasanl terhadap kedual penelitian ltersebut 
dil atas berbedal dengan penelitianl yang dilakukanl oleh penulisl saat lini. 
Dalaml kajian topikl bahasan yangl penulis angkat l dalam bentukl skripsi lini 
mengarahl kepada aspekl kajian tinjauanl yuridis empirisl khusus lpada 
pemberian izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi ldengan 
didasarkanl pada pengkajianl hasil penelitianl di lapanganl ldengan 
memadukanl bahan-bahanl lhukum. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Penelitianl ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu 
penelitian yang arah dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya. Penelitianl hukum empirisl bertujuan lmenganalisis 




hukuml (yangl merupakan datal sekunderl) denganl data primerl lyang 




2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis 
yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum 
positif yang menyangkut permasalahan di atas.
6
 Metode deskriptif 
analitis bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang 
terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang 
ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan 




3. Sumber Data 
Datal yang terhimpunl dari hasill penelitian lini, baikl lpenelitian 
kepustakaanl maupun penelitianl l apangan, dapatl digolongkan lke 
dalaml dua jenisl data, lyaitu:  
a. Datal sekunder adalahl data yangl diperoleh daril studi lkepustakaan 
sepertil peraturanl lperundang-undangan, karyal tulis, danl lbuku-
bukul yang berkaitanl dengan pembahasanl dalam skripsil lini. 
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b. Datal primer adalahl data yangl diperoleh secaral langsung ldari 
respondenl melalui wawancaral langsung denganl pihak-pihakl 
yangl terkait sehubungan l dengan penulisanl skripsi lini, padal 
lokasil lpenelitian. 
 
4. Metode Pengumpulan Data  
Dalaml penyusunan skripsi l lini, penulisl memperoleh datal ldan 
informasil yang dibutuhkanl melalui lmetode :  
a) Metodel Penelitian Kepustakaanl (libraryl researchl) lyakni 
penelitianl yang dilakukanl dengan membacal lbuku-buku, 
peraturanl lperundang-undangan, karya l tulis, sertal data-datal 
yangl didapatkan daril penulisan melaluil media internetl latau 
medial lain yangl berhubungan dengan l penulisan skripsil lini.  
b) Metodel Penelitian Lapangan l (field lresearch) yakni l lpenelitian 
yangl dilakukan denganl menggunakan teknikl pengumpulan ldata 
yaknil melalui wawancaral langsung dengan l pihak-pihakl lyang 




5. Metode Analisis Data 
Setiapl data yangl bersifat teoritisl baik berbentukl lasas-asas, 
konsepsil dan pendapatl para pakarl lhukum, termasukl kaidah latau 
normal lhukum, akan l dianalisa secaral yuridis normatifl ldengan 
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menggunakan l uraian secaral deskriptif danl lprespektif, yangl lbertitik 
tolakl dari analisisl kualitatif normatifl dan yuridisl lempiris. lSetelah 
penulisl memperoleh datal primer danl data sekunderl seperti lyang 
tersebutl ldiatas, dianalisisl secara lkualitatif, kemudianl disajikan ldalam 
bentukl ldeskriptif, yaitu l menjelaskan menguraikanl ldan 
mengagambarkanl permasalahan yangl berkaitan denganl lpenulisan 
skripsil ini untukl memperoleh sebuahl lkesimpulan. lHasil 
wawancara/studil kepustakaan tersebutl kemudian diolahl dan ldianalisis 




G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum ini terbagi 
dalam empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan antara 
satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, sistematika penulisan 
skripsi diuraikan sebagai berikut: 
BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang 
bersifat umur, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan tinjauan pustaka, metode penelitian 
dan sistematika penulisan.  
BAB II Bab ini merupakan tinjauan konseptual yang berisi beberapa 
tinjauan umum mengenai penggunaan jalan, tinjauan umum tentang 
penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu lintasl yang lbersifat 
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pribadil dengan penutupanl dan tinjauan umum tentang faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum..  
BAB III Bab ini mengenai hasil penelitian upaya perlindungan hukum 
terhadapl pengguna jasal atas kegagalanl bangunan pada l lproyek 
pembangunanl di yayasan banas mandiri group dan tanggung jawab 
penyedial jasa konstruksil atas kegagalanl bangunan padal lproyek 
pembangunanl di yayasan banas mandiri group.  
BAB IV Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini dan berisi 





BAB  II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Jalan 
1. Pengertian Penggunaan Jalan 
Pengertianl penggunaan jalanl terbagi atas l dua katal yaitu ldari 
katal “penggunaan” yaitul cara ataul lproses, perbuatanl lmenggunakan 
lsesuatu. Sedangkan l jalan merupakanl prasarana transportasil ldarat 
yangl meliputi segalal bagian ljalan, termasukl bangunan pelengkapl dan 
perlengkapannya yangl di peruntukanl bagi lalul l intas, yangl lberada 
padal permukaan ltanah, dil atas permukaanl ltanah, dil lbawah 
permukaanl tanah ldan/atau lair, sertal di atasl permukaan lair, kecualil 
jalanl kereta lapi, jalan ltol, danl jalan lkabel.  
Berdasarkanl penjelasan daril Undang-Undangl Nomor 38 l lTahun 
2004l Tentang lJalan, dil dalam Pasall 1 ayatl (4) ldijelaskan, bahwal 
ljalan adalahl prasarana transportasil darat yangl meliputi segalal lbagian 
ljalan, termasukl bangunan pelengkap l dan perlengkapannya l lyang 
diperuntukkanl bagi lalul l intas, yangl berada padal permukaan ltanah 
dan/ ataul air, sertal di atasl permukaan lair, kecualil jalan keretal lapi, 






Berdasarkanl Pasal 9l ayat (1l) Undang-Undangl Nomor 38l lTahun 
2004l tentang lJalan, menurutl statusnya, jalanl umum ldikelompokkan:  
a. Jalanl Nasional, merupakanl jalan arteril dan jalanl lkolektor 
dalaml 7 UUl No. 38l Tahun 2004l Pasal 1 l Ayat (4 l) lSistem 
jaringanl jalan primerl yang menghubungkanl antar libukota 
provinsi l dan jalanl strategis lnasional, sertal jalan ltol. ljalan 
strategisl lnasional, sertal jalan ltol.  
b. Jalanl Provinsi, merupakanl jalan kolektorl dalam lsistem 
jaringanl jalan primerl yang menghubungkanl antar ibul lkota 
provinsi l dengan ibukotal lkabupaten/kota, ataul lantar 
ibukotal lkabupaten/ kota, danl jalan strategisl lprovinsi.  
c. Jalanl Kabupaten, merupakanl jalan lokall dalam lsistem 
jaringanl jalan primerl yang menghubungkan l libukota 
kabupatenl dengan ibukotal lkecamatan, antarl libukota 
lkecamatan, ibukotal kabupaten denganl pusat lkegiatan 
l okal, antarl pusat kegiatanl l okal, sertal jalan umuml ldalam 
sisteml jaringan jalanl sekunder dalaml wilayah lkabupaten, 
danl jalan strategis l lkabupaten.  
d. Jalanl lKota, merupakanl jalan umuml dalam sisteml 
ljaringan jalanl sekunder yangl menghubungkan antarl lpusat 
pelayananl dalam lkota, menghubungkanl pusat lpelayanan 




menghubungkan l antar pusatl permukiman yangl berada ldi 
lkota.  
e. Jalanl Desa, merupakanl jalan umuml yang 
lmenghubungkan kawasanl dan/ ataul antar permukimanl ldi 
dalaml desa, sertal jalan l ingkungan.  
Sedangkanl Jalan Khususl adalah jalanl yang dibangun l loleh 
instansil badan lusaha, lperseorangan, ataul kelompok masyarakatl luntuk 
kepentinganl lsendiri. Jadi, penggunaan l jalan adalahl kegiatan l alu 
lintasl yang terjadil di ruasl jalan baikl yang menyangkutl ltentang 
penggunaanl jalan untukl kegiatan lalul lintas maupunl lpenggunaan 
jalanl selain untukl kegiatan lalul lintas yangl bersifat lpribadi. 
 
2. Macam-macam Penggunaan Jalan 
Adapunl macam-macaml penggunaan jalanl terbagi atasl 2 bagianl lyaitu;  
a. Penggunaanl jalan untukl kegiatan lalul l intas,  
Kegiatanl lalu lintasl merupakan kegiatanl di ruasl ljalan 
yangl diadakan denganl kegiatan pengadaanl yang lmenggunakan 
rambul lalu l intas, markal jalan, alatl isyarat rambul lalu l intas, 
danl alat-alatl manajemen lalul l intas. Dimanal lalu lintasl ladalah 
gerakl kendaraan danl orang di l ruang lalul lintasl jalan
10
.  
Hal l ini dilakukanl adalah untukl pengaturan lalul l intas 
dalaml lokasi lpembangunan, gedung/bangunan l dan agarl ltidak 
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mengganggu l lalu lintasl l ingkungan. Manajemenl lalu l intas 
meliputil kegiatan lperencanaan, lpengaturan, lpengawasan, ldan 
pengendalianl lalul lintas
11
. Manajemenl dan Rekayasa l lLalu 
Lintasl adalah serangkaianl usaha danl kegiatan yangl lmeliputi 
lperencanaan, lpengadaan, lpemasangan, lpengaturan, ldan 
pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka 
lmewujudkan, lmendukung dan l memelihara lkeamanan, 
lkeselamatan, lketertiban, danl kelancaran lLalu lLintas. 




a) Inventarisasil dan evaluasil tingkat pelayananl lserta 
prmasalahanl lalu lintasl padal ruas-ruasl ljalan, 
persimpanganl dan jaringanl ljalan; 
b) Penetapanl tingkat pelayanan l ruas jalanl yang ldiinginkan;  
c) Perumusanl dan penetapanl pemecahan permasalahanl l alu 
l intas;  
d) Penyusunan l rencana danl program lpelaksanaan.  
Secaral garis lbesar, kegiatanl lalu lintasl terbagi atasl l2 
bagianl yaitu penggunaan l jalan tanpal penutupanl ldan 
penggunaanl jalan denganl lpenutupan. Penggunaanl jalan ltanpa 
penutupanl adalah apabilal penggunaan jalanl selain kegiatanl l alu 
lintasl tidak sampail mengakibatkan penutupanl jalan ltersebut, 
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pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas 
yang berwenang pada ruas jalan yang dimaksud untuk menjaga 
keselamatan dan kelancaran lalu lintas
13
, sedangkan penggunaan 
jalan dengan penutupan adalah apabila penggunaan jalan 
tersebut mengakibatkan penutupan jalan.  
Di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dijelaskan mengenai 
penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas, yaitu:  
(1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam 
kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan 
hukum, dan/atau masyarakat. dan lhukum, ldan/atau 
lmasyarakat.  
(2) Penyelenggaraanl Lalu Lintasl dan Angkutanl Jalan loleh 
Pemerintahl sebagaimana dimaksudl pada ayat l (1l) 
dilaksanakanl sesuai denganl tugas pokokl dan lfungsi 
instansil masing-masingl lmeliputi:  
(a) urusanl pemerintahan dil bidang lJalan, loleh 
kementerianl negara yangl bertanggung jawabl ldi 
bidangl lJalan;  
(b) urusanl pemerintahan dil bidang saranal dan lPrasarana 
Lalul Lintas danl Angkutan lJalan, olehl lkementerian 
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negaral yang bertanggungl jawab di l bidang saranal ldan 
Prasaranal Lalu Lintasl dan Angkutan l lJalan;  
(c) urusanl pemerintahan dil bidang lpengembangan 
industril Lalu Lintasl dan Angkutanl lJalan, loleh 
kementerianl negara yangl bertanggung jawabl ldi 
bidangl lindustri;  
(d) urusanl pemerintahan dil bidang lpengembangan 
teknologil Lalu Lintasl dan Angkutanl lJalan, loleh 
kementerianl negara yangl bertanggung jawabl ldi 
bidangl pengembangan lteknologi; ldan  
(e) urusanl pemerintahan dil bidang Registrasil ldan 
Identifikasil Kendaraan Bermotorl dan lPengemudi, 
Penegakanl Hukum, Operasionall Manajemen ldan 
Rekayasa l Lalu lLintas, sertal pendidikan berlalul l intas, 
olehl Kepolisian Negaral Republik lIndonesia.  
 
b. Penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl l alu l intas  
Penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu lintasl yaitu lapabila 
penggunaanl jalan dilakukanl dengan menutupl ljalanan. Jikal ljalan 
tersebutl mengakibatkan penutupanl ljalan, makal lberdasarkan 
Pasall 17 ayat l (1) Perkapolril l10/2012, izinl penggunaan ljalan 
tersebutl akan diberikanl oleh lPolri. Caral memperoleh lizin 




permohonanl sesuai kelasl jalan yangl akan digunakanl lsecara 
tertulisl kepada pihakl yang lbersangkutan. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan 
Lalu Lintas Yang Bersifat Pribadi Dengan Penutupan  
1. Dasar Hukum 
Dasarl hukum penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu l intas 
adalahl Pasal 127l sampai Pasall 130l Undang-undangl Nomor 22 l lTahun 
2009l Tentang Lalu l Lintas danl Angkutan Jalanl serta Peraturanl lKepala 
Kepolisianl Negara Republikl Indonesia Nomorl 10 Tahun l 2012 
Tentangl Pengaturan Jalanl dalam Keadaanl Tertentu danl Penggunaan 
Jalanl Selain untukl Kegiatan Lalu l Lintas.  
Padal pasal 1l ayat 9 l Perkapolri lNo. 22l Tahun 2010l dijelaskan 
bahwal Penggunaan Jalanl Selain Untukl Kegiatan Lalul Lintas ladalah 
kegiatanl yang menggunakan l ruas jalanl sebagian ataul seluruhnya ldi 
luarl fungsi utamal dari ljalan. Sementaral itu dil dalam pasall 127 lUU. 
No. 22l Tahun 2009l disebutkan bahwal penggunaan ljalan 
kabupaten/kotal dan jalanl desa sebagaimanal dimaksud padal ayat (1l) 
dapatl diizinkan untukl kepentingan umuml yang bersifatl nasional, 






Penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu lintasl terbagi atasl 2 
lbagian, yaitu;  
a. Penggunaanl jalan untukl kepentingan umuml yang lbersifat 
nasionall dan daerahl dilakukan untukl lpenyelenggaraan: (1) 
Kegiatanl keagamaan, meliputi l acara haril raya lkeagamaan 
danl ritual lkeagamaan; (2) Kegiatanl Kenegaraan, lmeliputi 
kunjunganl kenegaraan danl acara jamuanl lkenegaraan; (3) 
Kegiatanl olahraga, meliputil perlombaan, lpertandingan, ldan 
pestal olahraga l okal, lnasional, regionall dan linternasional; 
danl (4) Kegiatanl seni danl budaya, meliputil festival, 
lpertunjukan, pentasl dan lpagelaran.  
b. Penggunaanl jalan yangl bersifat pribadil antara lainl untuk 
pestal perkawinan, lkematian, ataul kegiatan l ainnya.  
 
Penutupanl jalan yangl dilakukan olehl pengguna jalanl lyang 
bersifatl pribadi terbagil atas 2l bagian lyaitu:  
a. Penggunaanl jalan tanpal lpenutupan.  
Apabilal penggunaan jalanl selain untukl kepentingan l alu 
lintasl tidak sampail mengakibatkan 12l Perkapolri lNo. l10 
Tahunl 2012 Pasal l 16 penutupanl jalan, makal pejabat lyang 
berwenangl dalam hall ini Dinasl Perhubungan dan l atau 
POLRIl memberi izinl menempatkan petugasl lyang 




keselamatanl dan kelancaranl lalu lintasl Dinas lPerhubungan 
danl atau POLRIl memberi izinl menempatkan petugas l yang 
berwenangl pada ruasl jalan dimaksudl untuk lmenjaga 
keselamatanl dan kelancaranl lalu l intas.  
b. Penggunaanl jalan denganl lpenutupan.  
Jikal penggunaan jalanl tersebut mengakibatkanl penutupan 
ljalan, makal berdasarkan Pasall 17 Ayatl (1) lPerkapolri 
Nomorl 10 Tahun l 2012, izin l penggunaan jalanl tersebut 
akanl diberikan olehl POLRI. Caral memperoleh lizin 
penggunaanl jalan tersebutl adalah dengan l mengajukan 
permohonanl sesuai kelasl jalan yangl akan digunakanl secara 
tertulisl kepada Kapoldal setempat, lKapolres/Kepolresta 
lsetempat, lKapolsek/Kapolsekta lsetempat, ataul seperti lyang 
terteral dalam Pasall 17 Ayat l (2) Perkapolril Nomor l10 
Tahunl 2012. Permohonanl tersebut diajukanl paling lambatl 
7 (tujuhl) hari kerjal sebelum waktul pelaksanaan ldengan 
melampirkanl persyaratan yangl sesuai denganl Pasal 17 l 
Ayat l (3) Perkapolril Nomor 10l Tahun l2012.  
 
Jalanl yang dapatl digunakan untuk l kepentingan pribadil lini 
adalahl jalan lkabupaten, jalan lkota, danl jalan ldesa
14
. Izinl lpenggunaan 
jalanl ini akanl diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di 
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bidangl lalu lintasl dan angkutanl jalan langkutan jalan
15
. Jikal 
penggunaanl jalan untukl kepentingan pribadil tersebut lmengakibatkan 
penutupanl jalan, makal penggunaan jalanl dapat diizinkanl apabila lada 
jalanl alternatif yangl memiliki kelasl jalan yangl lsekurang-kurangnya 
samal dengan jalanl yang lditutup
16
. Pengalihanl arus lalul lintas kel jalan 




Berdasarkanl Pasal 4l Keputusan Menteril Perhubungan lNomor: 
KMl 3 Tahunl 1994 Tentangl Alat Pengendalil dan Pengamanl Pemakai 
lJalan, alatl pembatas kecepatanl ditempatkan padal jalan dil lingkungan 
lpermukiman, jalanl lokal yangl mempunyai kelasl jalan IIIl C, danl pada 
jalan-jalanl yang sedangl dilakukan pekerjaanl konstruksi. lBentuk 
Konstruksi l alat pembatasl kecepatan punl diatur padal Pasal l6 
Keputusan l Menteri Perhubunganl Nomor: KMl 3 Tahunl 1994 lTentang 
Alatl Pengendali danl Pengaman Pemakail Jalan yangl lberbunyi:  
1. Bentukl penampang melintangl alat pembatasl kecepatan 
menyerupail trapesium danl bagian yangl menonjol dil atas 
badanl jalan maksimuml 12 lcm.  
2. Penampangl sebagaimana dimaksudl dalam ayat l (1), lkedua 
sisil miringnya mempunyai l kelandaian yangl sama 
maksimuml l15%.  
3. Lebarl mendatar bagianl atas sebagaimanal dimaksud ldalam 
ayatl (1), proporsionall dengan bagian l menonjol dil atas 
badanl jalan danl minimum l15cm.  
4. Bentukl dan ukuran l alat pembatasl kecepatan lsebagaimana 
dalaml Lampiran gambarl 1 keputusan l lini.  
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Salahl satu contohl kegiatan lalul lintas yangl bersifat pribadil dan 
denganl menutup jalanl adalah mengadakanl pesta lpernikahan. lPesta 
pernikahanl dengan memasangl tenda yangl menghalangi sebagian l 
jalanl raya termasukl sebagai penggunaanl jalan selainl untuk lkegiatan 
lalul l intas.  
Berdasarkanl Pasal 1l angka 9 lPeraturan Kepala lKepolisian 
Negaral Republik Indonesial No. 10l Tahun 2012l tentang lPengaturan 
Lalul Lintas Dalaml Keadaan Tertentul dan Penggunaan l Jalan. lSelain 
Untukl Kegiatan Lalu l lLintas (“Perkapolri 10/2012”), lpenggunaan 
jalanl selain untukl kegiatan lalul lintas adalahl kegiatan lyang 
menggunakan l ruas jalanl sebagian ataul seluruhnya dil luar lfungsi 
utamal dari ljalan. Selainl diatur dalaml Perkapolri l10/2012, lmengenai 
penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu lintasl juga diaturl ldalam 
Pasall 88 – Pasall 90 Peraturanl Pemerintahl No. 43l Tahun 1993l tentang 
Prasaranal dan Lalul Lintas lJalan.  
Sementaral itu, dil dalam Pasall 129 lUndang-undangl Nomor l22 
Tahun 2009l Tentang Lalul Lintas dan l Angkutan jalanl ldijelaskan 
mengenail tanggung jawabl yang dibebankanl terkait ldengan 
penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu l intas:  
(1) Pengguna l Jalan dil luar fungsi l Jalan bertanggungl jawab latas 
semual akibat yangl lditimbulkan.  
(2) Pejabatl yang memberikanl izin sebagaimanal dimaksud 
dalaml Pasal 128l ayat (3l) bertanggung jawabl menempatkan 
petugasl pada ruasl Jalan untukl menjaga lKeamanan, 






2. Pengertian Izin 
Izinl merupakan salahl satu bentukl keputusan tatal usaha lnegara. 
Keputusan l tata usahal negara adalahl penetapan tertulisl yang 
dikeluarkanl oleh badanl atau pejabatl tata usahal negara yangl berisi 
tindakanl hukum tatal usaha negaral yang berdasarkanl peraturan 
perundang-undanganl yang lberlaku, yangl bersifat lkonkrit, lIndividual 




Perizinanl merupakan salahl satu perwujudanl tugas lmengatur 
dari lpemerintah. Pengertianl izin menurutl definisi yaitul perkenan latau 
pernyataanl mengabulkan. Sedangkanl istilah mengizinkanl mempunyai 
artil memperkenankan, lmemperbolehkan, tidakl lmelarang.  
N.Ml Spelt danl J.B.J.M tenl Berge membagil pengertian lizin 
dalaml arti luas ldan sempit, yaitul izin merupakanl salah lsatu 
instrumentl yang palingl banyak digunakanll dalam hukuml administrasi. 
Pemerintahl menggunakan izinl sebagai saranal yuridis luntuk 
mengemukakanl tingkah lakul para lwarga. Izinl adalah lsuatu 
persetujuanl darri penguasal berdasarkanl undang-undangl atau 
peraturanl pemerintah untukl dalaml keadaan-keadaanl tertentu 
menyimpangl dari lketentuan-ketentuan l arangan peraturanl perundang-
lundangan. Dengan l memberi lizin, penguasal memperkenankan lorang 
yangl memohonnya untuk l melakukan ltindakan-tindakanl tertentu lyang 
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sebenarnya l dilarang. Ini l menyangkut perkenanl bagi suatu l tindakan 
yangl demi kepentinganl umum mengharuskanl pengawasan lkhusus 
latasnya. Ini l adalahl paparan luas dari pengertianl izin
19
. Sedangkan 
izinl dalam artil sempit yani l pengikatan-pengikatanl pada lsuatu 
peraturanl izin yangl pada umumnya l didasarkan padal keinginan 
pembuatl undang-undangl untuk mecapail suatu tatananl tertentu latau 
untukl menghalangi l keadaan-keadaanl yang lburuk.  
Hal l yang pokok l pada izin l adalah bahwal suatu ltindakan 
ldilarang, terkecuali diperkeankanl dengan tujuanl agar ldalam 
ketentuan-ketentuanl yang disangkutkanl dengan perkenanl dapat 
denganl teliti diberikanl batas-batasl tertentu bagil tiap lkasus. lJadi 
persoalannya l bukanlah untukl hanya memberil perkenan ldalam 
keadaan-keadaanl yang sangatl khusus, tetapil agar ltindakan-tindakan 




Pengertianl izin jugal dijelaskan dalaml Peraturan Menteril Dalam 
Negeril Nomor 20l Tahun 2008l Tentang Pedomanl Organisasi danl Tata 
Kerjal Unit. Dalaml ketentuan tersebutl izin dberikanl pengertian 
sebagail dokumen yangl dikeluarkan olehl pemerintah ldaerah 
berdasarkanl peraturan daerahl atau peraturanl lain yangl merupakan 
buktil legalitas, menyatakanl sah ataul diperbolehkannya seseorangl atau 
badanl untuk melakukanl usaha ataul kegiatan ltertentu.  
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Pemberianl izin tersebutl menunjukkan adanyal penekanan lpada 
izinl yang ltertulis, yakni l berbentuk ldokumen, sehinggal yang ldisebut 
sebagail izin tidakl termasuk yangl diberikan secaral l isan. lBerdasarkan 
hal ltersebut, makal izin akanl selalu berbentukl tertulis danl berisikan 
beberapal hal sebagail berikut
21
:  
a. Organl yang lberwenang  
Dalaml izin dinyatakanl siapa yangl memberikannya. lPada 
umumnya l pembuat aturanl akan menunjukl organ 
lberwenang dalaml sistem lperizinan, organ l yang lpaling 
berbekall mengenai materil dan tugasl lbersangkutan, ldan 
hampirl selalu yangl terkait adalahl organ lpemerintahan.  
b. Yangl lDialamatkan  
Izinl adalah keputusanl suatu organ l pemerintahan ldalam 
suatul peristiwa lkonkret, ditujukanl pada suatul pihak lyang 
lberkepentingan. Biasanya l izin lahirl setelah lyang 
berkepentinganl mengajukan permohonanl untuk litu. Karenal 
itu, keputusanl yang memuatl izin akan l dialamatkan lpula 
kepadal pihak yangl memohon lizin. Padal suatu lkeputusan 
bukanl hanya keadaanl yang dialamatkanl (pemohonl izinl) 
yangl penting, tetapil juga posisi l dari lpihak-pihak 
lberkepentingan. Karenal itu, keputusanl yang memuatl izin 
akanl dialamatkan pulal kepada pihakl yang memohon l lizin. 
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Padal suatu keputusanl bukan hanya l keadaan lyang 
dialamatkanl (pemohon izinl) yang lpenting, tetapil juga 
posisil dari lpihak-pihak lberkepentingan.  
c. Diktuml  
Keputusanl yang memuatl izin, demil alasan lkepastian 
hukum, harusl memuat uraianl sejelas mungkinl untuk lapa 
izinl itu ldiberikan. Bagianl keputusan lini, di manal akibat-
akibatl hukum yangl ditimbulkan olehl keputusan, ldinamakan 
ldiktum, yangl merupakan intil dari lkeputusan. lSetidaknya 
diktuml ini terdiril atas keputusanl pasti, yangl memuat lhak-
hakl danl kewajiban-kewajibanl yang ditujul oleh lkeputusan 
ltersebut.  
d. Alasanl yang Mendasaril lPemberiannya  
Pemberianl alasan dapatl memuatl hal-hall seperti lpenyebutan 
ketentuanl lundang-undang, lpertimbangan-pertimbangan 
lhukum, dan l penetapan lfakta. Penyebutanl lketentuan 
undang-undangl memberikan peganganl kepada semual yang 
lbersangkutan, organl penguasa danl yang lberkepentingan, 
dalaml menilai keputusanl itu. Pertimbanganl hukum 
merupakanl hal pentingl bagi organl pemerintahan luntuk 






e. lKetentuan, lPembatasan, danl lSyarat-syarat  
Ketentuan-ketentuanl adalahl kewajiban-kewajibanl yang 
dapatl dikaitkan padal keputusan yangl lmenguntungkan. 
Ketentuan-ketentuanl pada izinl banyak terdapatl dalam 
praktikl hukum ladministrasi. Dalaml hall ketentuan-
ketentuanl tidak ldipatuhi, terdapatl pelanggaran lizin. 
Tentangl sanksi yangl diberikan latasannya, lpemerintahan 
harusl memutuskannya ltersendiri. Dalaml pembuatan 
lkeputusan, termasukl keputusan berizil lizin, ldimasukkan 
lpembatasan-pembatasan.  
 
N.M. Speltl dan J.B.J.Ml ten Bergel membagi pengertianl izin 
dalaml arti luasl dan lsempit, yaitul izin merupakanl salah satul instrumen 
yangl paling banyak l digunakan dalaml hukum ladministrasi. 
Pemerintahl menggunakan izinl sebagai saranal yuridis luntuk 
mengemudikanl tingkah lakul para lwarga.  
Izinl ialah suatul persetujuan daril penguasa berdasarkanl undang-
undangl atau peraturanl pemerintah untukl dalaml lkeadaan-keadaan 
tertentul menyimpang daril ketentuan-ketentuanl larangan lperaturan 
lperundang-undangan.  
Dengan l memberi lizin, penguasal memperkenankan orangl lyang 
memohonnya l untuk melakukanl tindakan-tindakanl tertentu lyang 




yangl demi kepentinganl umum mengharuskanl pengawasan lkhusus 
atasnya. Ini l adalah paparanl l uas, dari l pengertian lizin. Sedangkan l lizin 
dalaml arti sempitl yakni lpengikatan-pengikatanl pada suatul peraturan 
izinl pada umumnya l didasarkan padal keinginan pembuatl undang-
undangl untuk mencapail suatu tatananl tertentu ataul luntuk 
menghalangil keadaan-keadaanl yang lburuk.  
Hal l yang pokokl pada izin l (dalam artil sempitl) ialah bahwal suatu 
tindakanl dilarang, terkecualil diperkenankan denganl tujuan agarl 
dalaml ketentuan-ketentuanl yang disangkutkanl dengan perkenanl dapat 
denganl teliti diberikanl batas-batasl tertentu bagil tiap lkasus. Jadi 
persoalannya l bukanlah untukl hanya memberil perkenan ldalam 
keadaan-keadaanl yang sangatl khusus, tetapil agar ltindakan-ketentuan 
yangl disangkutkan denganl perkenan dapatl dengan telitil ldiberikan 
batas-batasl tertentu bagil tiap lkasus. Jadil persoalannya bukanlahl 
untuk hanya l memberi perkenanl dalaml keadaan-keadaanl yang lsangat 
khusus, tetapil agarl tindakan-tindakanl yang diperkenankanl ldilakukan 
denganl cara tertentul (dicantumkanl dalam lketentuan-ketentuan)
22
.  
Vanl der lPot, menyatakanl bahwa izinl merupakan lkeputusan 
yangl memperkenankan dilakukannya l perbuatan yangl pada lprinsipnya 
tidakl dilarang olehl pembuatl peraturan
23
. Didalaml hukum, listilah 
perizinanl disebut jugal dengan lvergunning, danl tidaklah mudahl luntuk 
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memberikanl definisi mengenail apa yangl dimaksud denganl izin. lIzin 
adalahl suatu persetujuanl dari penguasal berdasarkan lundang-undang 
ataul peraturan pemerintahl untuk dalaml keadaan tertentul menyimpang 
daril ketentuan-ketentuanl laranganl perundangan
24
.  
El Utrecht, mengemukakanl izin adalahl bilamana lpembuat 
peraturanl tidak umumnya l melarang suatul perbuatan, tetapil masih 
jugal memperkenankannya asal l saja diadakanl secara yangl ditentukan 
untukl masing-masingl hal lkonkrit, makal keputusan ladministrasi 




Pengertianl izin jugal dijelaskan dalaml Peraturan Menteril Dalam 
Negeril Nomor 20l Tahun 2008 l tentang Pedomanl Organisasi danl Tata 
Kerjal Unit Pelayanan l Perizinan Terpadul di lDaerah. Dalaml ketentuan 
tersebutl izin diberikanl pengertian sebagail dokumen yangl dikeluarkan 
olehl pemerintah daerahl berdasarkan peraturanl daerah ataul peraturan 
lainl yang merupakanl bukti l egalitas, menyatakan l sah latau 
diperbolehkannya l seseorang ataul badan untukl melakukan usahal atau 
kegiatanl tertentu. Pemberianl pengertian izinl tersebut lmenunjukkan 
adanya l penekanan padal izin yangl tertulis, yaknil berbentuk ldokumen, 
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Hukum l perizinan sendiril merupakan ketentuanl yang lberkaitan 
denganl pemberian izinl atau bentukl lain yangl berkaitan denganl itu 
yangl dikeluarkan olehl pemerintah shingga l dengan pemberianl izin 
tersebutl melahirkan hakl bagi pemegangl izin baikl terhadap lseseorang, 
badanl usaha, lorganisasi, lLSM, danl sebagainya untukl beraktifitas
27
. 
Pemerintahl mengeluarkan izinl untuk mengaturl segala ltindakan-
tindakanl yang terdapatl dalam lmasyarakat, agarl tidak lbertentangan 
denganl segala ketentuanl serta lperundang-undanganl yang lberlaku.  
Berdasarkanl pemaparan pendapatl para pakarl tersebut, ldapat 
disebutkanl bahwa izinl adalah perbuatanl pemerintah bersegil satu 
berdasarkanl peraturan lperundang-undangan l untuk diterapkanl pada 
peristiwal konkret menurutl prosedur danl persyaratan ltertentu. lTerkait 
denganl pelaksanaan penggunaan l jalan selainl untuk kegiatanl lalu 
l intas, dil dalam pasall 17 Peraturanl Kepala Kepolisianl Republik 
Indonesial Nomor 10l Tahun 2012l Tentang Pengaturanl Jalan ldalam 
Keadaanl Tertentu danl Penggunaan Jalanl Selain untukl Kegiatan lLalu 
Lintasl menyatakan bahwal hal tersebutl diperbolehkan, ldimana 
disebutkanl bahwa izinl penggunaan jalanl selain untukl kegiatan l alu 
lintasl diberikan olehl lPolri.  
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Adapunl cara memperolehl izin tersebutl dengan lmengajukan 




a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat 
didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan 
yang menggunakan jalan nasional dan provinsi;  
b. Kapolres/kapolresta setempat, untuk kegiatan yang 
menggunakan jalan kabupaten/kota;  
c. Kapolsek/kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan 
jalan Desa.  
 
Permohonan sebagaimana dimaksud, diajukan paling lambat 7 




a. Foto copy KTP penyelenggara atau penanggung jawab 
kegiatan;  
b. Waktu penyelenggaraan;  
c. Jenis kegiatan;  
d. Perkiraan jumlah peserta;  
e. Peta lokasi kegiatan serta jalan alternative yang akan 
digunakan; dan  
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f. Suratl rekomendasi daril (a) Satuanl kerja perangkatl ldaerah 
provinsi l yang membidangil urusan lpemerintahan 
perhubunganl darat untukl penggunaan jalanl nasional ldan 
lprovinsi; (b) Satuanl kerja perangkatl daerah lkabupaten/kota 
yangl membidangi urusanl pemerintahan hubungan l darat 
untukl penggunaan jalanl lkabupaten/kota; danl (c) Kepalal 
desa/lurahl untuk penggunaanl jalan desal atau l ingkungan.  
 
Dil dalam Pasall 17 ayat l 4 Peraturanl Kapolri Nomorl 10 lTahun 
2012l Tentang Pengaturanl Jalan dalaml Keadaan Tertentul dan 
Penggunaanl Jalan Selainl untuk Kegiatanl Lalu Lintasl diberikan 
pengecualianl pemberian izinl secara l isan, dimanal disebutkan 
penggunaanl Jalan untukl prosesi lkematian, permohonanl izin ldapat 
diajukanl secara tertulisl maupun lisanl kepada pejabatl Polri 
sebagaimanal dimaksud padal layat (2), tanpal memperhitungkan lbatas 
waktul pengajuan sebagaimanal dimaksud padal layat (3).  
Prosesl pemberian izinl dijelaskan padal Pasal 18l lyaitu
30
,  
(1) Pejabatl Polri sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 17 l layat 
(2), setelahl menerima permohonanl lizin, lsegera 
mempertimbangkanl dan memberikanl jawaban ldapat 
dikabulkanl atau tidaknyal permohonan ltersebut, ldengan 
menerbitkanl surat pemberianl izin ataul surat penolakanl 
lizin.  
(2) Dalaml hal permohonanl dikabulkan, Pejabatl lPolri 
sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 17l ayat (2 l) lwajib 
memberikanl pengamanan danl menempatkan petugasl lpada 
ruas-ruasl Jalan yangl digunakan dalaml lpenyelenggaraan 
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kegiatanl tersebut untukl menjaga lKeamanan, lKeselamatan, 
Ketertiban, Danl Kelancaran Lalu l lLintas; 
(3) Petugasl yang ditempatkanl padal ruas-ruasl Jalan lyang 
digunakanl dalam penyelenggaraanl kegiatan lsebagaimana 
dimaksudl pada ayat l (2), wajibl menghimbau lkepada 
penyelenggaral dan pesertal kegiatan luntuk:  
a. tidakl merusak fungsi l lJalan;  
b. tidakl merusak fasilitasl umum yangl berada dil Jalan 
latau sekitarl lokasi lkegiatan; ldan  
c. membantul petugas dalaml menjaga lkeamanan, 
ketertibanl dan kelancaranl lalu l intas. 
 
3. Pengertian Sanksi 
Setiapl peraturan pastil ada sajal yang melanggar l dan ljika 
dilanggar l akan mendapatkanl lsanksi. akan mendapatkan sanksi.  
a. Pengertianl lSanksi.  
Sanksil adalah akibatl dari sesuatul perbuatan ataul suatu 
reaksil dari pihakl lain (manusial atau organisasil sosiall) atas 
sesuatul perbuatan. Dalaml hal perbuatanl yang pentingl bagi 
hukuml ada reaksil dari pihakl pemerintah yangl bertugas 
mempertahankanl tata tertibl masyarakat. Dalaml hal lpelanggaran 
sesuatul peraturan hukuml biasanya yangl bertindak lterhadap 
pelanggar l ialah lpemerintah. Denganl perantaraan lalat-alat 
paksanyal pemerintah dapatl memaksal tiap-tiapl orang 
berkelakuanl menurutl kaidah-kaidahl tata tertibl lmasyarakat, 
terutamal tata tertibl hukum dalaml masyarakat
31
.  
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Sanksil dalam Hukum l Administrasi Negara l yaitu lalat 
kekuasaanl yang bersifatl hukum publikl yang dapatl digunakan 
olehl pemerintah sebagail reaksi atasl ketidakpatuhan lterhadap 
kewajibanl yang terdapatl dalam normal Hukum lAdministrasi 
lNegara. Berdasarkanl definisi inil maka lunsur-unsurl lsanksi 
dalaml Hukum Administrasil Negara lyaitu, alat lkekuasaan, 
bersifatl hukum lpublik, digunakanl oleh lpemerintah, danl sebagai 
reaksil atas lketidakpatuhan.  
Pelaksanaanl suatu sanksil pemerintahan berlakul sebagai 
suatul keputusan (ketetapanl) yang memberil beban. Hall ini 
membawal serta hakekatl (sifat) daril sanksi. Bagi l jenis ltindakan-
tindakanl penguasa terkandungl secara khususl adanya lasas 
kecermatanl dalam maknal asas umuml pemerintahan yangl layak. 
Hanya l dalaml hal-hall tidak adal penangguhan tindakanl tata 
usahal Negara dapatl dan harusl segera bertindakl (tanpal terlebih 
dahulul memberitahu padal warga danl memberi lkesempatan 
padanya l untuk mengajukanl pembelaanl)
32
.  
Hukumanl atau sanksil adalah tanggunganl atau ltindakan 
yangl sifatnya tidakl mengenakkan ataul menimbulkan 
penderitaanl atau lpembebanan, diberikanl kepada pihakl pelaku 
yangl berperilaku lmenyimpang. Hukumanl yang diberikanl itu 
sebandingl dengan kualitasl penyimpangan yangl ldilakukan. 
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Pemberianl hukuman tidakl bisa dilakukanl oleh lsembarang 
lorang. Pemberianl hukuman dilakukanl oleh lpihak-pihak lyang 
lberwenang. Dan l yang dimaksudl sebagai pihakl yang lberwenang 
sangatl tergantung padal konteks lpersoalannya. lMisalnya, ldalam 
konteksl kehidupan sosiall pihak yangl berwenang lmemberikan 
hukumanl ialah polisil atau lpengadilan.  
b. Jenis-Jenisl lSanksi  
Dalaml sistem penegakanl hukum Indonesial sanksi 
merupakanl salah satul instrument penegakanl hukum yangl lcukup 
efektifl dalam kehidupanl lbermasyarakat. Adapun l ljenis-jenis 
sanksil yang dimaksudl antara l ain;  
(1) Sanksil hukum lpidana  
Pengertianl sanksi pidana l adalah pengenaanl suatu lderita 
kepadal seseorang yangl dinyatakan bersalahl lmelakukan 
suatul kejahatan ataul perbuatan pidanal melalui lsuatu 
rangkaianl proses peradilanl oleh kekuasaanl atau lhukum 
yangl secara khususl diberikan untukl hal litu, yangl dengan 
pengenaanl sanksi pidanal tersebut diharapkanl orang ltidak 
melakukanl tindak pidanal lagi
33
. Sanksil pidana ljuga 
merupakanl ancaman yangl dikenakan terhadapl pelaku 
perbuatanl pidana ataul tindak pidanal yang ldapat 
mengganggu l atau membahayakan l kepentingan lhukum. 
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Sanksil pidana padal dasarnya merupakanl suatu lpenjamin 
untukl merehabilitasi perilakul dari pelakul kejahatan 
ltersebut, tapil tidak jarangl sanksi pidanal dijadikan lsebagai 
suatul ancaman daril kebebasan lmanusia.  
(2) Sanksil hukum lperdata  
Dalaml hukum lperdata, bentukl hukumannya dapatl lberupa: 
(a) Kewajibanl untuk memenuhil prestasi (kewajibanl); ldan 
(b) Hilangnya l suatu keadaanl lhukum.  
Dalaml praktiknya, hakiml yang mengadilil dan lmemutus 
perkaral perdata jugal dapat menghukuml pihak lyang 
berperkaral lberupa: (1) Pembayaranl ganti rugil lmateriil; 
ldan (2) Pembayaranl ganti rugi l limmateriil.  
Dalaml Pasal 1365l Kitab lUndang-Undangl Hukum lPerdata 
(“KUH lPerdata”) disebutl bahwa tiapl perbuatan 
lmelanggar hukuml yang membawal kerugian kepadal orang 
(pihakl) lain, mewajibkanl orang yangl karena lsalahnya 
mewajibkanl orang yangl karena salahnya l lmenerbitkan 
kerugianl itu menggantil kerugian ltersebut.  
(3) Sanksil Administrasi/Administratif l  
Sanksil administrasi/administratif l adalah sanksil yang 
dikenakanl terhadap pelanggaranl administrasi latau 





Padal umumnya sanksi l administrasi/administratif l lberupa:  
1. lDenda;  
2. Pembekuanl hingga pencabutanl lsertifikat dan/atau 
lizin;  
3. Penghentianl sementara pelayananl ladministrasi 
hinggal pengurangan jatahl lproduksi;  
4. Tindakanl ladministratif.  
Berdasarkanl pasal 17 l ayat (2 l) Perkapolril no. 10l tahun 
2012l Tentang pengaturanl lalu lintasl dan jalanl bahwa 
lyang berwenangl memberikan izinl dan lmenjatuhkan 
sanksil administratif penggunaanl jalan selainl luntuk 
kegiatanl lalu lintasl khusunya kegiatanl yang lmenggunakan 
jalanl Desa/Kelurahanl ialah pejabatl Polri setempatl ldalam 
hall ini lKapolsek/Kapolsekta.  
 
c. Sanksil Penggunaan Jalanl Selain untukl Kegiatan Lalu l lLintas 
yangl Bersifat Pribadil Bagi yangl Melanggar lKetentuan  
Penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu lintasl lmempunyai 
sanksil yang telahl diatur dalaml lundang-undang. Setiapl orang 










a. Peringatanl ltertulis;  
b. Penghentianl sementara pelayananl lumum;  
c. Penghentianl sementara lkegiatan;  
d. Dendal ladministratif;  
e. Pembatalanl izin; ldan/atau  
f. Pencabutanl lizin.  
 
C. Tinjauan Umum Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum 
Penegakanl hukum adalahl suatu prosesl untuk mewujudkanl keinginan-
keinginanl hukum sekaligusl keinginan paral pencari keadilanl dalam 
lkenyataan. Keinginan-keinginanl hukum dalaml konteks inil adalah lpikiran-
pikiranl badan pembuatl hukum (lUndang-Undangl) yangl dirumuskan ldalam 
peraturanl lperundang-undangan. Perumusanl pembuat hukuml ldituangkan 
dalam peraturan perundangan akan turut menentukan bagaimana penegakan 
hukuml itul dijalankan
36
. Menurutl Satjipto lRahardjo, penegakanl hukum 
lpada hakikatnya l merupakan penegakanl ide-idel ataul konsep-konsepl lyang 
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abstrakl litu. Penegakanl hukum adalahl usaha untukl mewujudkanl lide-ide 
tersebutl menjadi kenyataanl.di lkenyataan
37
. 
Soerjono Soekanto mengatakanl bahwa penegakanl hukum ladalah 
kegiatanl menyerasikan hubungan l nilai-niail yang terjabarkanl di ldalam 
kaidah-kaidah/pandangan-pandanganl nilai yangl mantap danl 
mengejawantahl dan sikapl tindak sebagail rangkaian penjabaranl nilai ltahap 
akhirl untuk lmenciptakan, lmemelihara, danl mempertahankanl lkedamaian 
pergaulanl hidup. Penegakanl hukum secaral konkret adalahl lberlakunya 
hukuml positif dalaml praktik sebagaimanal seharusnya patutl lditaati. lOleh 
karenal itu, memberikanl keadilan dalaml suatu perkaral berarti lmemutuskan 
perkaral dengan menerapkanl hukum danl menemukan hukuml in lconcreto 
dalaml mempertahankan danl menjamin ditaatinya l hukum materiill dengan 
menggunakan l cara prosedurall yang ditetapkanl oleh hukuml formal
38
. 
Sementaral itu, menurutl Soerjono lSoekanto, agarl hukum dapatl lberfungsi 
baikl maka perlul diperhatikanl faktor-faktorl yang adal lyaitu:  
(1) hukuml atau peraturanl itu lsendiri,  
(2) mentalitasl petugas yangl menegakkan lhukum,  
(3) faslitasl yang diharapkanl dalam mendukungl pelaksanaan 
lhukum,  
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Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan seperti yang dikutip oleh 
Ridwan HR, sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi 
“pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada 
atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan 
pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada 
individu, dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. lBerdasarkan 
undang-undangl yang ditetapkanl secara tertulisl dan pengawasanl lterhadap 
keputusanl yang meletakkanl kewajiban kepadal lindividu, danl penerapan 
kewenanganl sanksi l pemerintahan
40
.  
Jikal hakikat penegakanl hukum itul mewujudkanl nilai-nilail latau 
kaidah-kaidahl yang memuatl keadilan danl kebenaran, makal penegakan 
hukuml bukan hanya l menjadi tugas l dari paral penegak hukuml yang lsudah 
dikenall secara lkonvensional. Akan l tetapi, menjadil tugas daril setiap lorang. 
Tugasl penegakan hukuml tidak hanyal diletakkan dil pundak lpolisi. 




Adapunl faktor yangl mempengaruhi penegakanl lhukum, antaral l ain
42
:  
1. lHukumnya. Dalaml hal inil yang dimaksud l adalah lundang-
undangl dibuat tidakl boleh bertentangan l dengan ideologil 
lnegara, danl undang-undangl dibuat haruslahl menurut lketentuan 
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yangl mengatur kewenanganl pembuatanl undang-undang 
sebagaimanal diatur dalaml Konstitusi lnegara, sertal lundang-
undangl dibuat haruslahl sesuai denganl kebutuhan danl kondisi 
masyarakatl di manal undang-undangl tersebut diberlakukan.  
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung 
terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus 
menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya 
masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan 
mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi 
panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk 
semua anggota masyarakat.  
3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat 
harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta 
menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan 
penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.  
4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana 
atau fasilitas`tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik 
dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 
keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan 
fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi 




5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari 
hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-
konsepsi abstrak -nilail mana merupakanl lkonsepsi-konsepsi 
abstrakl mengenai apal yang dianggap l baik sehingga l ldianut, ldan 
apal yang dianggap l buruk sehingga l ldihindari.  
 
Kelimal faktor tersebutl di atasl saling berkaitanl dengan leratnya, lkarena 
merupakanl esensi daril penegakan hukuml serta jugal merupakan esensil dari 
penegakanl hukum sertal juga merupakanl tolok ukurl daripadal lefektivitas 






BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas 
yang Bersifat Pribadi dengan Penutupan Jalan di Wilayah Mejasem 
Kabupaten Tegal 
Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat 
pribadi dengan melakukan penutupan yang terjadi di Wilayah Mejasem 
Kabupaten Tegal, dimana l penutupan jalanl tersebut dilakukanl luntuk 
beberapal jenis kegiatanl yaitu penutupanl jalan untukl acara pestal 
pernikahan, lkhitanan, danl lsyukuran. Hasil l pengamatan lpenulis 
menunjukkanl bahwa terdapatl permasalahan padal pelaksanaan lpenutupan 
jalanl untuk kegiatanl yangl bersifat pribadil dil Wilayah Mejasem Kabupaten 
Tegal, lyaitu:  
1. Pernikahanl  
a. Jalanl Semanggi 3 padal tanggal 1 l Agustus 2020, lterjadi 
penutupanl jalan dimanal tidak terdapatl rambu-rambul lsementara 
danl petugas kepolisianl yang mengaturl pengalihan arusl l alu 
l intas. Kegiatanl dilakukan padal hari Sabtul malam, dimanal pada 
saatl tersebut padal umumnya seringl terjadi kemacetanl di ljalan 
semanggi 3 danl sekitarnya sehinggal penutupan jalanl lyang 
dilakukanl memperparah kemacetanl yang terjadil di lsekitar 




menyatakanl bahwa beliaul telah mendapatkanl izin lpenutupan 
jalanl secara lisanl dari pihakl pemerintah daerahl lsetempat, ldalam 
hall ini lRT/RW, namunl tidak memilikil izin tertulisl lyang 
dikeluarkanl oleh lPolri.  
b. Jalanl Semanggi Raya padal tanggal 15l Desember 2020, terdapatl 
acaral pernikahan dimanal penyelenggara acaral menutup lseluruh 
badanl jalan sementaral tidak terdapatl rambu-rambul lsementara 
yangl memadai untukl melakukan pengalihanl arus lalul l intas 
sehinggal beberapa pengguna l jalan terkecohl dan harusl memutar 
balikl karena tidakl mengetahui ataul mengira penutupanl ljalan 
sudahl selesai. Penyelenggara l acara yangl penulis ltemui 
mengatakanl bahwa ial sudah memintal izin kepadal pihak 
RT/RWl setempat untukl melakukan penutupanl ljalan. lNamun, 
ketikal ditanyakan soall peraturan yangl berlaku ltentang 
penutupanl jalan dimanal harus memilikil izin tertulisl lyang 
dikeluarkanl oleh lPolri, beliaul tidak mengetahuil ladanya 
peraturanl ltersebut.  
Terdapatl satu hall yang sangatl jelas bahwal semua kegiatanl ldilakukan 
tanpal memiliki izinl resmi daril Polri dikarenakanl penyelenggara lacara 
tidakl mengetahui adanya l peraturan terkaitl izin penutupanl jalan 
ltersebut. Sebagianl besar penutupanl jalan dilakukanl hanya ldengan 
memilikil izin tidakl resmi baikl itu daril RT/RWl atau kelurahanl lsecara 






2. Khitananl  
a. Jalanl Angsana Raya pada l tanggal l 5 Maret 2021, tidakl lmemiliki 
izinl penutupan ljalan.  
b. Jalanl Palaraya padal tanggall 13 Desember 2020, penyelenggara l 
acara hanya l meminta izinl penutupan jalanl kepada lRT/RW 
lsetempat.  
3. Syukuranl  
Jalanl Palaraya (Depan Pala 5 Barat) pada l tangggal 29l Oktober l2020, 
penyelenggaral acara hanya l meminta izinl penutupan jalanl lkepada 
RT/RWl lsetempat.  
 
Daril beberapa kasusl yang dijelaskanl di latas, penulisl lmenelusuri 
permasalahanl yang terjadil dan menemukanl bahwa sebagianl lbesar 
penutupanl jalan yangl bersifat pribadil dil Wilayah Mejasem Kabupaten 
Tegal tidakl memiliki izinl tertulis untukl penutupan jalanl dari lpihak 
Kepolisianl Negara Republikl lIndonesia.  
Dalaml penelitian lini, penulisl juga melakukanl wawancara ldengan 
Kanitl Lantas Polsek l Kramat Kabupaten Tegal terkait l dengan lpermasalahan 
penutupanl jalan untukl kegiatan yangl bersifat pribadil lini, lbeliau 
menyebutkanl bahwa hampirl semua penutupanl jalan yangl terjadi ldi 




jalanl seperti pestal penikahan, selamal ini memangl tidak pernahl lada 
masyarakatl yang datangl meminta izinl untuk itul (penutupanl jalanl). Jadil kita 
daril Lantas juga l sering terlambatl tahu kalaul ada acaral yang menutupl ljalan. 
Nantil kalau sudahl acara lalul terjadi lkemacetan, barul ada laporanl (soall 
kemacetanl), jadil mau tidakl mau kital cuma bisal langsung turunkanl langgota 
lantasl untuk mengaturl ljalan.”  
Padal dasarnya seseorangl dapat mengadakanl kegiatan yangl lmenutup 
jalanl selama kegiatanl tersebut telahl mendapatkan izinl penggunaan ljalan 
daril Polri ataul dalam hall kegiatan pribadil izin dikeluarkanl oleh lPolsek 
setempat. Perizinanl mengenai penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl l alu 
lintasl tersebut diaturl di dalaml Peraturan Kapolril Nomor 10l Tahun l2012 
Tentangl Pengaturan Lalu l Lintas dalaml Keadaan Tertentul dan lPenggunaan 
lJalan. Selainl Untuk Kegiatanl Lalu lLintas.  
Dil dalam pasall 15 ayatl (2) sampail (l4) ldisebutkan:  
(2) Penggunaanl jalan lkabupaten, jalanl kota danl jalan ldesa 
sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 13l huruf lc, huruf ld, ldan 
hurufl e dapatl diizinkan untukl kepentingan umuml yang lbersifat 
lnasional, ldaerah, ldan/atau lkepentingan lpribadi.  
(3) Penggunaanl Jalan sebagaimana l dimaksud padal ayat (1 l) dan layat 
(2) yangl mengakibatkan penutupanl Jalan dapatl ldiizinkan, ljika 
adal Jalan lalternatif.  
(4) Pengalihanl arus lalul lintas kel jalan alternatifl lsebagaimana 
dimaksudl pada ayat l (3) harusl dinyatakan denganl rambu l alu 
lintasl lsementara.  
 
Kanitl Lantas Polsek l Kramat Kabupaten Tegal mengatakan l bahwa 
daril beberapa kasusl kegiatan penutupanl jalan dil Wilayah Mejasem 




lizin, sementaral sebagian lagi l hanya memilikil izinl keramaian ldari 
pemerintahl setempat ataul dalam hall ini pihakl kelurahan danl lmereka 
mengiral izin keramaianl tersebut sudahl lcukup. Padahall izin keramaianl ldan 
izinl penutupan jalanl adalah dual hal yangl berbeda karenal izin lpenutupan 
jalanl terkait denganl kelancaran danl ketertiban arusl lalu lintasl di ldaerah 
setempatl sementara izinl keramain terkaitl dengan gangguan l keributan latau 
hall lainnya yangl akan terjadil pada masyarakatl yang tinggal l di sekitarl lokasi 
lkegiatan. 
Izinl penutupan jalanl yang bersifatl pribadi secaral khusus dil atur ldi 
penutupanl jalan yangl bersifat pribadil secara khususl di aturl di ldalam 
Peraturanl Kapolri Nomorl 10 Tahun l 2012 Tentangl Pengaturan Lalu l lLintas 
lJalan, dimanal pemohon bertanggungl jawab terhadapl kegiatan lyang 
dimohonkanl sementara pihakl Kepolisian bertanggungl jawab mengaturl larus 
lalul lintas yangl terganggu karenal adanya penutupanl ljalan.  




Pasall l17  
(1) Izinl penggunaan Jalanl sebagaimana dimaksudl dalam Pasall 15 
ayatl (3) diberikanl oleh lPolri.  
(2) Tatal cara memperolehl izin penggunaanl Jalan lsebagaimana 
dimaksudl pada ayatl (1) dilakukanl oleh penyelenggaral kegiatan 
denganl mengajukan permohonanl secara tertulisl lkepada:  
a. Kapoldal setempat yangl dalam pelaksanaannya l ldapat 
didelegasikanl kepada Direkturl Lalu lLintas, untukl lkegiatan 
yangl menggunakan Jalanl nasional danl lprovinsi;  
b. Kapolres/Kapolrestal lsetempat, untukl kegiatan lyang 
menggunakan l Jalan lkabupaten/kota;  
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c. Kapolsek/Kapolsektal untuk kegiatanl yang lmenggunakan 
Jalanl ldesa.  
(3) Permohonanl sebagaimana dimaksudl pada ayat l (2) ldiajukan 
palingl lambat 7l (tujuh) haril kerja sebeluml waktu lpelaksanaan 
denganl melampirkan persyaratanl sebagai lberikut:  
a. fotol kopi KTPl penyelenggara ataul lpenanggungjawab 
lkegiatan;  
b. waktul lpenyelenggaraan;  
c. jenisl lkegiatan;  
d. perkiraanl jumlah lpeserta;  
e. petal lokasi kegiatanl serta Jalanl alternatif yangl lakan 
ldigunakan; danl  
f. suratl rekomendasi ldari:  
1. satuanl kerja perangkatl daerah provinsi l yang 
membidangil urusan pemerintahanl perhubungan ldarat 
untukl penggunaan Jalanl nasional danl lprovinsi;  
2. satuanl kerja perangkatl daerahl kabupaten/kotal lyang 
membidangil urusan pemerintahanl perhubungan ldarat 
untukl penggunaan Jalanl lkabupaten/kota; latau  
3. kepalal desa/lurahl untuk penggunaanl Jalan desal latau 
l ingkungan.  
(4) Dalaml hal penggunaanl Jalan untukl prosesi lkematian, 
permohonanl izin dapatl diajukan secaral tertulis maupunl l isan 
kepadal pejabat Polril sebagaimana dimaksudl pada ayatl (2), ltanpa 
memperhitungkanl batas waktul pengajuan sebagaimana l ldimaksud 
padal layat (3).  
 
Pasall l18  
(1) Pejabatl Polri sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 17 l ayat (2l), 
setelahl menerima permohonanl lizin, segeral lmempertimbangkan 
danl memberikan jawabanl dapat dikabulkanl atau ltidaknya 
permohonanl ltersebut, denganl menerbitkan suratl pemberian lizin 
ataul surat penolakanl lizin.  
(2) Dalaml hal permohonanl ldikabulkan, Pejabatl Polri lsebagaimana 
dimaksudl dalam Pasall 17 ayat l (2) wajibl lmemberikan 
pengamananl dan menempatkanl petugas padal ruas-ruasl lJalan 
yangl digunakan dalaml penyelenggaraan kegiatanl tersebut luntuk 
menjagal Keamanan, lKeselamatan, lKetertiban, Danl lKelancaran 
Lalu lLintas.  
(3) Petugasl yang ditempatkanl pada lruas-ruas lJalan yangl ldigunakan 
dalaml penyelenggaraan kegiatanl sebagaimana dimaksudl lpada 
ayatl (2), wajibl menghimbau kepadal penyelenggara danl lpeserta 
kegiatanl luntuk:  
a. tidakl merusakl fungsi lJalan;  
b. tidakl merusak fasilitasl umum yangl berada dil Jalan latau 




c. membantul petugas dalaml menjaga lkeamanan, ketertibanl ldan 
kelancaranl lalu l intas.  
 
Daril penjelasan dil latas, jelasl terlihat bahwal selain penutupanl ljalan 
untukl prosesi lkematian, makal penutupan jalanl untuk kegiatanl lainnya 
termasukl yang bersifatl pribadi harusl memiliki izinl tertulis. Hall ini 
bertujuanl demi terwujudnya l keamanan, lkeselamatan, ketertibanl dan 
kelancaranl Lalu Lintasl dalam keadaanl tertentu danl penggunaan jalanl selain 
untukl kegiatan lalul lintas. Dengan l adanya izinl penutupan ljalan, makal akan 
terciptal koordinasi antaral masyarakat danl pihak polisi l lalu lintasl sehingga 
arusl lalu lintasl tidak lterganggu. 
Dengan l adanya izin l penutupan ljalan, makal akan terciptal koordinasi 
antaral masyarakat danl pihak polisil lalu lintasl sehingga arusl lalu lintasl tidak 
lterganggu. Jikal masyarakat yangl ingin melakukanl penutupan ljalan 
mengajukanl permohonan lizin, makal sesuai denganl peraturan lKapolri 
Nomorl 10 Tahunl 2012, pihakl Polri, ataul Polsek setempatl dapat lmelakukan 
tinjauanl ke lokasil kegiatan untukl melihat apakahl penutupan ljalan 
memungkinkanl dilakukan ataul tidak. Misalnya l jika tidakl dimungkinkan 
penutupanl seluruh badanl jalan karenal tidak adanya l jalan lalternatif, lpihak 
Polsekl dapat memberikanl saran agarl hanya dilakukanl penutupan lsebagian 
badanl ljalan. 
Daril pemantauan yangl dilakukan penulis l terhadap penutupanl jalan 
yangl bersifat pribadil dil Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal, sebagian l besar 




lintas. Ataul walaupun adal maka Polantasl sering terlambatl datang kel lokasi 
penutupanl jalan sehinggal kemacetan arusl lalu lintasl telah terjadil di l okasi 
tersebutl jika merunutl pada pengakuanl Kanit Lantas l Polsek lKramat. 
Sementaral menurut aturanl mengharuskan setiapl penutupan jalanl yang 
dilakukanl selain harusl ada jalanl lalternatif, harusl terdapat petugasl Polantas 
dil ruas-ruasl jalan yangl mengatur lalul lintas danl terdapat lrambu-rambu 
lsementara.  
Bahwa l pihak kepolisianl juga tidakl bisa berbuatl banyak ljika 
mengetahuil ada masyarakatl yang sudahl terlanjur melakukanl penutupan 
ljalan, misalnya l pada acaral pernikahan. Pihakl Polsek tidakl mugkin lmeminta 
kepadal orang yangl menutup jalanl untuk menurunkanl tenda yangl telah 
terpasangl karena kegiatanl telah lberlangsung. Beliaul mengatakan lbahwa 
jikal laporan penutupanl jalan terlambatl diterima danl kemacetan telahl 
lterjadi, makal yang bisa l dilakukan hanyalahl segera mengirimkanl petugas 
untukl mengatur arusl lalu lintasl dan mengurail lkemacetan. 
Dengan l banyaknya kasusl penutupan jalanl yang bersifatl pribadi lyang 
tidakl memiliki lizin, makal salah satul akibat langsungnya l adalah ltidak 
adanya l data-datal yang dimilikil oleh Kepolisianl terkait denganl penggunaan 
jalanl selain untukl kegiatan lalul lintas yangl bersifat pribadil dengan 
melakukanl penutupan. Pengakuanl Kanit Lantasl Polsek bahwal sebagian 
besarl penutupan jalanl yang bersifatl pribadi dilakukanl tanpa izinl dan ltanpa 




Hasil l penelitian yangl menunjukkan bahwal pihak kepolisianl hanya 
memilikil satu datal megenai penutupanl jalan untukl kegiatan yangl bersifat 
pribadil dapat berdampakl kepada kurangl maksimalnya penelitianl terkait lUU 
No. 22l Tahun 2009 l Tentang LLAJ l khususnya penggunaan l jalan lselain 
kegiatanl lalu lintasl yang bersifat l pribadi dengan l pentutupan ljalan. lTidak 
adanya l data, baikl itu datal penutupan jalanl yang memilikil izin maupunl yang 
tidakl memiliki lizin, menjadikanl pihak yangl bertanggung jawab l untuk 
membuatl aturan baikl itu lDPR, lMenteri, maupunl Kapolri akanl kesulitan 
untukl mengetahui faktal di lapanganl jika dil kemudian haril akan ldibentuk 
peraturanl baru ataul revisi peraturanl lama terkaitl dengan penggunaan l jalan 
selainl kegiatan lalul lintas yangl bersifat lpribadi. Salahl satu lcontohnya 
adalahl aturan mengenail sanksi pelanggaranl terhadap penutupanl jalan lyang 
bersifatl lpribadi.  
Kurangnya l masyarakat yangl mengajukan permohonanl izin lpenutupan 
jalanl ketika akanl mengadakan kegiatanl yang bersifatl pribadi lmenunjukkan 
bahwal penegakan hukuml terhadapl Undang-undangl Nomor 22l Tahun l2009 
Tentangl Lalu Lintasl dan Angkutan l Jalan sertal Peraturan Kapolril Nomor l10 
Tahunl 2012 Pengaturanl Lalu Lintasl dalam Keadaanl Tertentu ldan 
Penggunaanl Jalan Selainl Untuk Kegiatanl Lalu Lintasl masih l emah. 
Berdasarkanl penjelasan dil atas, makal penulis menyimpulkanl lbahwa 
pelaksanaanl penggunaan jalanl selain untukl kegiatan lalul lintas ldengan 
menutupl jalan yangl bersifat pribadil dil Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal 




yaitul Undang-undangl Nomor 22l Tahun 2009 l Tentang Lalu l Lintas ldan 
Angkutanl Jalan danl Peraturan Kapolril Nomor 10l Tahun 2012 l Tentang 
Pengaturanl Lalu Lintasl dalam Keadaanl Tertentu danl Penggunaan lJalan 
Selainl Untuk Kegiatanl Lalu lLintas. Sebagianl besar penutupanl jalan lyang 
dilakukanl tidak memilikil izin tertulisl yang dikeluarkanl oleh lKepolisian 
Negaral Republik lIndonesia. Sebagian l masyarakat hanya l meminta lizin 
secaral lisan kepadal pihak pemerintahl daerah setempatl baik itul lRT/RW 
maupunl lkelurahan.  
Penutupanl jalan yangl dilakukan tanpal izin yangl dikeluarkan loleh 
Polril sebagan besarl menyebabkan kemacetanl arus lalul lintas. Hall ini 
memangl wajar sajal terjadi, karenal tanpa adanya l izin yangl sah, lmaka 
penutupanl jalan yangl dilakukan juga l tidak sesuail dengan aturanl yang 
berlakul sepertil rambu-rambul sementara yangl menandakan ladanya 
penutupanl jalan yangl tidak memadail dan tidakl terdapat petugasl dari 
kepolisianl yang mengatur l pengalihan arusl lalu l intas. Hal l ini lterjadi 
utamanyal pada penutupanl jalan untukl acara denganl skala besarl seperti 
pestal pernikahan, meskipunl pada beberapal kasus acaral seperti lkhitanan 
jugal menyebabkan kemacetanl lkecil.  
Padal beberapa kasusl seperti acaral pesta lpernikahan, lsebagian 
penyelenggaral acara yangl melakukan penutupanl jalan hanya l meminta lizin 
kepadal pihak RT/RWl atau kelurahanl lsetempat. Bahkanl pada skalal acara 
yangl lebih kecill seperti khitananl dan acaral lsyukuran, lbeberapa 




B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam 
Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Bersifat 
Pribadi dengan Penutupan Jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten 
Tegal 
Dasarl hukum penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu lintasl yang 
bersifatl pribadi adalahl Undang-undangl Nomor 22l Tahun 2009l Tentang 
Lalul Lintas dan l Angkutan Jalanl dan Peraturanl Kapolri Nomorl 10 lTahun 
2012l Tentang Pengaturanl Lalu Lintasl dalam Keadaanl Tertentu ldan 
Penggunaanl Jalan Selainl Untuk Kegiatanl Lalu lLintas. Tujuanl dibentuknya 
kedual peraturan tersebutl adalah agarl terwujud lkeamanan, lkeselamatan, 
ketertibanl dan kelancaranl lalu lintasl dalam keadaanl tertentu ldan 
penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu l intas. Dimanal ketertiban l alu 
lintasl yang diharapkanl adalah suatul keadaan berlalul lintas lyang 
berlangsungl secara teraturl sesuai hak l dan kewajibanl setiap lpengguna 
jalan
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. Sepertil yang telahl dijelaskan padal bagian lsebelumnya, lbahwa 
sebagianl besar penggunaanl jalan yangl bersifat pribadil dengan lpenutupan 
jalanl dil Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal dilakukan tanpa memiliki izin 
tertulis yang dikeluarkan olehl pihak Kepolisianl Republik lIndonesia.  
Hal l ini menunjukkanl bahwa penegakanl hukum terhadapl kedua 
peraturanl tersebut masihl lemah. Lemahnya l penegakan peraturanl tersebut 
dapatl mengakibatkan gangguan l dalam ketertibanl lalu l intas, yangl secara 
tidakl langsung berartil terdapat hakl dan kewajibanl pengguna jalanl lyang 
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 Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam 




tidakl terpenuhi sesuail keadaan yangl diharapkan. Salahl satu lprinsip 
dibentuknya l Undang-undangl Nomor 22l Tahun 2009l Tentang Lalu l Lintas 
danl Angkutan Jalanl dan Peraturanl Kapolri Nomorl 10 Tahun l 2012 lTentang 
Pengaturanl Lalu Lintasl dalam Keadaanl Tertentu danl Penggunaan lJalan 
Selainl Untuk Kegiatanl Lalu Lintasl adalah prinsipl l egalitas, lyaitu 
pengaturanl lalu lintasl dalam keadaanl tertentu danl penggunaan jalanl selain 
untukl kegiatan lalul lintas sesuail dengan peraturanl lperundang-undangan 
yangl lberlaku.  
Banyaknya l pelanggaran terhadapl penutupan jalanl yang lbersifat 
pribadil berarti bahwal prinsip legalitasl seperti yangl diharapkan tersebutl saat 
inil belum lterpenuhi. Hasill pengamatan penulisl menunjukkan lterdapat 
beberapal faktor yangl mempengaruhi keadaanl lini, antaral l ain:  
a. Faktor l Hukum (Peraturanl Perundang-undanganl yang berlakul)  
Padal dasarnya peraturanl perundang-undanganl tentang 
penutupanl jalan telahl mencakup berbagail aspek yangl dibutuhkan 
untukl pelaksanaan penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu l intas 
denganl menutup ljalan. Dil dalam Peraturanl Kapolri Nomorl 10 lTahun 
2012l Tentang Pengaturanl Lalu Lintasl dalam Keadaanl Tertentu ldan 
Penggunaanl Jalan Selainl Untuk Kegiatanl Lalu Lintasl terdapat 
himbauanl kepada masyarakatl dan pihakl Polri untuk l lmenjaga 
ketertibanl arus lalul lintas danl menjaga fungsi l jalan, lkeamanan, ldan 
ketertibanl umum yaitul pada pasall 18 ayatl 3. Sementaral itu, dil ldalam 




mengenail sanksi administratifl terhadap pelanggaranl kegiatan l alu 
lintasl yang bersifatl pribadi lyaitu, (a). Peringatanl ltertulis, (b). 
Penghentianl sementara lkegiatan, (c). Dendal ladministratif, (d). 
Pembatalanl lizin, (e). Pencabutanl lizin.  
Permasalahanl utama yangl dibahas dil dalam penelitianl ini 
adalahl pelaksanaan penutupanl jalan yangl tidak memilikil lizin, jadil 
sanksil Pembatalan ataul pencabutan izinl menjadi tidakl relevan ldengan 
konteksl pembahasan dalaml penelitian lini. Sementaral itu, lsanksi 
peringatanl tertulis merupakanl sanksi ringan l yang seringl ldiabaikan 
olehl lmasyarakat. Sepertil yang diungkapkanl oleh Kanitl Lantas lPolsek 
Rappocinil bahwa ketikal ditemukan adanyal penutupan jalanl yang 
bersifatl pribadi yangl tidak memilikil izin, makal yang dilakukanl oleh 
pihakl kepolisian adalahl melakukan teguranl kepada lpenyelenggara 
lacara.  
Sanksil lain adalahl sanksi lpidana, denda ladministratif, ldan 
penghentianl sementara lkegiatan. Dil dalam Pasall 274 ayat l (1l) 
Undang-Undangl Nomor 22l Tahun 2009l tentang Lalul Lintas ldan 
Angkutan l Jalan ldisebutkan: “Setiapl orang yangl melakukan lperbuatan 
yangl mengakibatkan kerusakanl dan/ ataul gangguan fungsi l jalan 
sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 28l ayat (1 l) dipidana ldengan 
penjaral paling lamal 1 (satul) tahun ataul denda palingl banyak lRp 




Daril penjelasan dil atas sebenarnya l terlihat jelasl bahwa lsanksi 
pidanal dan sanksil administratif telahl di aturl di dalaml lundang-
undang. Kemacetanl arus lalul lintas, ataul terhambatnya arus l lalu l intas 
yangl diakibatkan olehl penutupan jalanl untuk kegiatanl yang lbersifat 
lpribadi, yangl dilaksanakan tanpal izin dapatl dikategorikan ltermasuk 
dalaml gangguan fungsi l jalan sepertil disebutkan dalaml peraturan ldi 
latas.  
Sanksil denda dan l penghentian kegiatanl ini sebenarnya l sudah 
lebihl berat dibandingkanl dengan teguranl ltertullis. Hall ini lsudah 
sesuail dengan salah l satu unsur l penting dibuatnya l lundang-undang 
dimanal undang-undangl tersebut haruslahl sesuai dengan l lkebutuhan 
lmasyarakat.  
Undang-undangl Nomor 22l Tahun 2009l Tentang Lalu l Lintas 
danl Angkutan Jalanl telah memperbolehkanl pemberitan izinl luntuk 
penggunaanl jalan dil luar fungsil utama jalanl yang salahl lsatunya 
adalahl penutupan ljalan, denganl syarat-syaratl dan kondisil ltertentu 
sepertil yang telahl dijelaskan padal Pasal 127l sampai dengan l pasal 
l129. Sementaral itu prosesl pemberian izinl tersebut telahl diatur ldi 
dalaml Pasal 17l dan Pasall 18 Peraturanl Kapolri Nomorl 10 lTahun 
2012l Tentang Pengaturanl Lalu Lintasl dalam Keadaanl Tertentu ldan 
Penggunaanl Jalan Selainl Untuk Kegiatanl Lalu lLintas.  
Berdasarkanl penjelasan dil atas, dapatl disimpulkan bahwal 




terdapatl padal Undang-undangl Nomor 22l Tahun 2009l dan lPeraturan 
Kapolril Nomor 10l Tahun 2012 l Tentang Pengaturanl Lalu lLintas 
dalaml Keadaan Tertentul dan Penggunaanl Jalan Selainl lUntuk 
Kegiatanl Lalu Lintasl telah sesuail dengan kebutuhanl lmasyarakat, 
yaitul telah dijelaskanl mulai daril proses perizinanl sampai ldengan 
pemberianl sanksi secaral bertahap baikl itu sanksil pidana lmaupun 
sanksil ladministratif. Hall ini menunjukkanl bahwa faktor l hukum lsudah 
bisal memberikan pengaruhl positif terhadapl pelaksanaan lpenggunaan 
jalanl selain untukl kegiatan lalul l intas.  
 
b. Faktor l Penegak lHukum  
Faktor l penegak hukum l yang dimaksudl disini adalahl pihak 
Kepolisianl itu sendiril yang dibantul oleh pihakl Pemerintah lsetempat 
yaitul RT/RW, lKelurahan, sampail pemerintah tiapl Kecamatan ldalam 
wilayah l Kabupaten lTegal. Dalaml hal lini, tindakanl nyata lyang 
dilakukanl oleh lRT/RW, pemerintahl kelurahan, maupunl Polri lsebagai 
penegakl hukum dalaml penegakan peraturanl lperundang-undangan 
dapatl mempengaruhi pelaksanaanl penggunaan jalanl selain luntuk 
kegiatanl lalu lintasl yang bersifatl pribadi yangl dilakukan loleh 
masyarakatl Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal.  
Dil dalam Pasall 19 Peraturanl Kapolri Nomorl 10 Tahunl 2012 
Tentangl Pengaturan Lalu l Lintas dalaml Keadaan Tertentul dan 




lbahwa, “Dalam hall penggunaan jalanl selain untukl kepentingan l alu 
lintasl yang mengakibatkanl dilakukan penutupanl Jalan danl pengalihan 
arusl lalu lintasl melalui Jalanl lalternatif, petugas l yang lditempatkan 
padal ruas-ruasl Jalan yangl digunakan dalaml penyelenggaraan 
lkegiatan sebagaimana l dimaksud dalaml Pasal 18l ayat (2 l) wajib 
memantaul situasi kondisil lalu lintasl di tempatl ltersebut.”  
Daril redaksi dil atas secaral jelas disebutkanl bahwa petugasl yang 
beradal di lokasil penutupan jalanl wajib memantaul kondisi lalul lintas 
dil tempat ltersebut. lNamun, banyaknyal warga masyarakatl yang 
melakukanl penutupan jalanl untuk kegiatanl yang bersifatl pribadi 
tanpal izin menjadikanl tidak adanya l petugas kepolisianl yang 
memantaul dan mengawasil kegiatan lalul lintas dil lokasi ltersebut. lHal 
inil membuat pihakl kepolisian sangatl bergantung kepadal laporan 
masyarakatl atau anggota l Intelijen untukl melaporkan jikal terdapat 
penutupanl jalan yangl mengganggu ketertibanl lalu l intas.  
Daril hasil pengamatanl penulis menunjukkanl bahwa lpetugas 
lantasl dari Kepolilsianl sering terlambatl atau bahkanl tidak adal di 
lokasil kemacetan yangl diakibatkan olehl penutupan jalanl yang 
lbersifat pribadil yang tidakl memiliki lizin. Hal l ini jugal diakui loleh 
Kanitl Lantas Polsekl yang mengatakanl jika penutupanl jalan ldilakukan 
tanpal izin, makal pihaknya hanya l bergantung kepadal laporan 





Menurutl pendapat lpenulis, pihakl Kepolisian sebenarnya l ldapat 
menghindaril kemungkinan terjadinya l hal inil dengan bersikapl proaktif 
danl lebih tanggap l jika terjadil kejadian serupal dengan lmeningkatkan 
pengawasanl terhadap pelaksanaanl peraturan ltersebut. Salahl satu 
bentukl pengawasan yangl dapat dilakukanl adalah denganl melakukan 
sosialisasil kepada pihakl pemerintah lsetempat, baikl itu lpemerintah 
lkecamatan, lkelurahan, maupunl RT/RW terkaitl peraturan ltentang 
penggunaanl jelan selainl untuk kegiatanl lalu lintasl yang lbersifat 
pribadil dengan penutupanl jalan untukl dilanjutkan ldengan 
pemberitahuanl kepada masyarakatl di daerahl lmasing-masing. 
Sosialisasil tersebut dapatl dilakukan sepertil dengan lmenghimbau 
kepadal pihak pemerintahl daerah untukl memberitahukan lkepada 
masyarakatl yang inginl melakukan penutupanl jalan untukl mengajukan 
permohonanl izin penutupanl jalan kel Polsek lsetempat.  
Dil dalam pasall 17 ayat l 3 Peraturanl Kapolri Nomorl 10 lTahun 
2012l Tentang Pengaturanl Lalu Lintasl dalam Keadaanl Tertentu ldan 
Penggunaanl Jalan Selainl Untuk Kegiatanl Lalu lLintas, ldijelaskan 
bahwal untuk mengajukanl permohonan izinl penutupan jalanl ke lpihak 
lKepolisian, pemohonl terlebih dahulul harus sudahl memiliki lsurat 
rekomendasil dari kepalal desa/lurahl setempat untukl penggunaan ljalan 
dil daerah yangl ldimohonkan.  
Pasall ini secaral tidak langsungl memberitahukan lbahwa 




pemerintahl setempat dalaml penegakan peraturanl lini. lPihak 
pemerintahl setempat, dalaml hal inil RT/RWl dan lkelurahan, 
diharapkanl sudah mengetahuil lperaturan perundang-undanganl yang 
berlakul terkait penggunaan l jalan selainl untuk kegiatanl lalu l intas 
yangl bersifat lpribadi, sehingga l pemerintah setempatl dapat 
memberitahukanl warganya sekaligus l memberikan suratl rekomendasi 
izinl jika ingin l melakukan penutupanl ljalan.  
Bahwa l pada sebagian l lkasus, ketikal pihak lkepolisian 
menemukanl adanya penutupanl jalan tanpal izin sepertil lacara 
lpernikahan, pihakl penyelenggara acaral beralasan sudahl meminta lizin 
danl memberitahu pihakl kelurahan ataul lRT/RW. Padahall menurut 
peraturanl lperundang-undangan, izin l untuk penutupanl jalan yangl sah 
hanyal izin tertulisl yang dikeluarkanl oleh Kepolisianl Negara lRepublik 
lIndonesia.  
Berdasarkanl hal ltersebut, terlihatl bahwa sebagianl masyarakat 
yangl menyelenggarakan kegiatanl pribadi denganl lmelakukan 
penutupanl jalan walaupunl tidak mengetahuil peraturan yangl lberlaku, 
merekal tetap menginginkanl adanya legalitasl dalam lkegiatannya. lJika 
pihakl Kepolilsian bersikapl lebih proaktifl dalam penegakanl lperaturan 
perundang-undanganl yang lberlaku, baikl itu dalaml sosialisasi 
peraturanl maupun dalaml melakukan pengawasan l serta ltelah 




dihindaril di masal mendatang. hal l ini bisal dihindari dil lmasa 
lmendatang.  
Penegakl hukum, dalaml hal inil Polri, jugal seharunya dapatl lebih 
tegasl dalam menegakkanl peraturan terkaitl penutupan jalanl untuk 
kegiatanl lpribadi. Sepertil telah dijelaskanl pada bagian l lsebelumnya, 
bahwal salah satul jenis sanksil yang dapatl diberikan jikal terjadi 
pelanggaranl penutupan jalanl adalah pemberhentianl sementara 
lkegiatan. Namunl seperti yangl dikatakan olehl Kanit Lantasl bahwa 
atasl dasar pertimbanganl moralitas pihakl kepolisian tidakl dapat lserta 
mertal menghentikan kegiatanl misalnya jikal acara pestal pernikahan 
sudahl terlanjur dilaksanakanl atau padal acara prosesil lkematian.  
Dil dalam pasall 3 Peraturanl Kapolri Nomorl 10 Tahun l 2012 
Tentangl Pengaturan Lalu l Lintas dalaml Keadaan Tertentul ldan 
Penggunaanl Jalan Selainl Untuk Kegiatanl Lalu lLintas ldijelaskan 
bahwal prinsip peraturanl tersebut adalahl prinsip nesesitasl dan lprinsip 
kewajibanl lumum. Prinsipl nesesitas yaitul pengaturan lalul lintas ldalam 
keadaanl tertentu danl penggunaan jalanl selain untukl kegiatan l alu 
lintasl dilaksanakan atasl pertimbangan kepentinganl yang tidakl lbisa 
dihindarkanl karena situasil kondisi yangl ldihadapi. Sementaral prinsip 
kewajibanl umum yaitul setiap Petugasl wajib melakukanl tindakan 
pengaturanl lalu lintasl dalam rangkal memelihara lkeamanan, 




Berdasarkanl dua prinsipl tersebut, makal hal yangl bisa ldilakukan 
olehl Polri dalaml menegakkan peraturanl jika sudahl terlanjur lterjadi 
penutupanl jalan yangl tidak memilikil izin adalahl setiap petugasl Polri 
diwajibkanl untuk melakukanl tindakan pengaturanl lalu l intas. 
Langkah l penegakan hukuml lainnya sepertil pemberian sanksil ldan 
tindakanl pengawasan dapatl dilakukan lselanjutnya.  
Daril hasil penelitianl ditemukan bahwal sampai saatl lini, lbelum 
adal pelaksanaan pemberianl sanksi baikl itu berupal denda ladministratif 
maupunl pemberian sanksil lpidana. Hall ini ditunjukkanl bahwa ltidak 
terdapatl data laporanl adanya sanksil pidana maupunl ldenda 
administratifl yang diberikanl terhadap pelanggaran l penutupan ljalan. 
Penulisl hanya menemukanl adanya sanksil teguran lisanl lterhadap 
pelanggar l penutupan jalanl berdasarkan pengakuanl Kanit lLantas 
lPolsek. Namun, daril hasil penelitianl yang dilakukanl penulis ltidak 
menemukanl data berupal laporan teguranl tertulis yangl telah ldilakukan 
olehl pihak lkepolisian.  
Berdasarkanl penjelasan ltersebut, terlihatl jelas bahwal penegakan 
hukuml yang dilakukanl oleh pihakl kepolisian beluml berjalan 
maksimall yaitu dalaml hal pemberianl sanksi administratifl lmaupun 
sanksil pidana terhadapl pelaksanaan penutupanl jalan yangl tidak 
memilikil lizin.  
Hal l ini menjadil salah satul faktor utamal yang lmenyebabkan 




selainl untuk kegiatanl lalu l intas, yaitul pihak penegakl hukum ldalam 
hall ini Polril yang kurangl tegas dalaml memberikan lsanksi. Selainl itu, 
peraturanl perundang-undangan l yang beluml diketahui olehl sebagian 
besarl masyarakat diakibatkanl tidak adanya l sosialisasi lyang 
menyeluruh l yang dilakukanl oleh pihakl lPolri.  
 
 
c. Faktor l lMasyarakat  
Faktor l masyarakat yangl dimaksudkan disinil berkaitan lsangat 
eratl dengan tingkat l kepatuhan danl pemahaman hukuml masyarakat 
terhadapl peraturanl perundang-undanganl yang berlakul terkait ldengan 
penutupanl jalan yangl bersifat lpribadi. Salahl satu faktorl utama lyang 
menyebabkanl banyaknya pelanggaranl terhadap lpelaksanaan 
penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu lintasl yang lbersifat 
pribadil dengan penutupanl adalah tingkatl pemahaman ldan 
pengetahuanl hukum masyarakatl Wilayah Mejaseml Kabupaten lTegal 
yangl memang masihl kurang. Sebagianl besar bahkanl hampir lsemua 
masyarakatl tidak mengetahuil tentang peraturanl mengenai lpenutupan 
jalanl untuk kegiatanl yang bersifat l pribadi baikl itu lUndang-undang 
Nomorl 22 Tahunl 2009 Tentangl Lalu Lintasl dan Angkutan l Jalan ldan 
Peraturanl Kapolri Nomorl 10 Tahunl 2012 Tentangl Pengaturan lLalu 
Lintasl dalam Keadaanl Tertentu danl Penggunaan lJalan. Selainl Untuk 




konsekuensil yang diakibatkanl jika pelaksanaanl penutupan ljalan 
tersebutl tidak sesuail dengan aturanl yang lberlaku.  
Sebagianl masyarakat Wilayah l Mejasem Kabupatenl Tegal 
lmasih menganggap l bahwa prosesl perizinan tidakl terlalu ldiperlukan, 
ataul jika adal yang sadar l untuk memilikil izin merekal mengajukan lke 
pihakl kelurahan ataul RT/RWl setempat lkelurahan ataul RT/RW 
setempatl yang tidakl memiliki wewenangl untuk mengeluarkanl izin 
penutupanl ljalan. Ketikal ditanyakan terkaitl peraturan lpelaksanaan 
penutupanl jalan yaitul Peraturan Kapolril Nomor 10l Tahun l2012 
Tentangl Pengaturan Lalu l Lintas dalaml Keadaan Tertentul dan 
Penggunaanl Jalan Selainl Untuk Kegiatanl Lalu lLintas, lSelain 
permasalahanl di latas, beberapal masyarakat yangl penulis temuil selain 
tidakl mengetahui peraturanl perundang-undanganl yang lberlaku, 
merekal memang abail atau tidakl peduli jikal kegiatan penutupanl jalan 
yangl dilakukan akanl menyebabkan kemacetanl dan merugikanl warga 
masyarakatl pengguna jalanl l ainnya.  
Daril beberapa penjelasanl di atasl terllihat jelasl bahwa lsebagian 
besarl masyarakatl Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal memangl tidak 
mengetahuil tentang peraturanl perundang-undanganl yang lmengatur 
tentangl pelaksanaan penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu 
lintasl yaitu UUl No. 22l Tahun 2009l Tentang LLAJ l dan lPeraturan 
Kapolril Nomor 10l Tahun 2012 l Tentang Pengaturanl Jalan ldalam 




bahwal sebagian masyarakatl ternyata memilikil inisiatif luntuk 
melaporkanl tindakan penutupanl jalan yangl dilakukan terhadapl pihak 
pemerintahl lsetempat, baikl itu RT/RWl maupun pihakl lkelurahan.  
Kepala Desa Mejasem Barat, dalam l wawancara yangl ldilakukan 
menuturkanl kepada penullisl bahwa selamal ini memangl ada lbeberapa 
masyarakatl yang datangl melapor kel kelurahan jikal ingin lmelakukan 
kegiatanl dengan menutupl ljalan. Lebih l lanjut beliaul lmengatakan 
bahwal ada juga l sebagian masyarakatl yang tidakl langsung lmendatangi 
lkelurahan, namunl hanya memberitahukanl penutupan jalanl yang lakan 
dilakukanl kepada pihakl RT/RW lsetempat, utamanyal pada lkegiatan-
kegiatanl yang berksalal kecil sepertil khitanan ataul acara lsyukuran.  
Pernyataanl tersebut serupal dengan yangl dikatakan loleh 
Sekretarisl Desa Mejasem Barat, dimana l beliau lmengatakan: 
”Memangl ada beberapal warga disini l yang datangl melapor kalaul mau 
tutupl jalan. Tapil sebagian besarl penutupan jalanl baru kamil ketahui 
padal saatl pertemuan-pertemuanl yang dilakukanl dengan lRT/RW 
ldisini. Rata-ratal ketua lRT/RW melaporkanl masyarakat datangl ke 
merekal kalau maul tutup ljalan. Yal kita kasihl izin sajal selama lada 
rambu-rambul disediakan olehl masyarakat yangl mau menutupl ljalan.”  
Salah satu indikator yangl menunjukkanl kurangnya ltingkat 
pengetahuanl hukum masyarakatl adalah kurangnya l laporan lmaupun 
permohonanl izin penutupanl jalan yangl masuk kel pihak lkepolisian. 




wawancaral yang dilakukanl penulis, dimanal beliau lmengatakan: 
“Selama inil memang beluml pernah adal masyarakat yangl datang lke 
Polsekl untuk mintal izin penutupanl ljalan. Saya l rasa karenal masih 
banyakl warga kital yang beluml menyadari pentingnya l perizinan litu, 
walaupunl memang harusl diakui kalaul sebagian besarl (masyarakatl) 
beluml tau soall itu peraturanl karena adal beberapa kalil saat lkita 
datangil masyarakat yangl sedang menutupl jalan merekal bilang ltidak 
taul kalau harusl ada izinl dari lkepolisian.”  
Hal l ini menunjukkanl satu hal l penting, yaitu l bahwa lpada 
dasarnyal tingkat pengetahuanl hukum masyarakatl Wilayah Mejasem 
Kabupaten Tegal terkait l peraturan penggunaanl jalan selainl untuk 
kegiatanl lalu lintasl yang bersifat l pribadi denganl menutup ljalan 
memangl masih lkurang. Namun, salahl satu permasalahanl yang lharus 
digaribawahil adalah meskipunl sebagian besarl masyarakat ltidak 
mengetahuil tentang UUl No. 22l Tahun 2009l Tentang LLAJ l maupun 
Peraturanl Kapolri Nomorl 10 Tahunl 2012 Tentangl Pengaturan lJalan 
dalaml Keadaan Tertentul dan Penggunaanl Jalan, masihl banyak 
masyarakatl yang menyadaril tentang keharusanl untuk memilikil izin 
untukl melakukan penutupanl jalan dimanal hal inil ditunjukkan loleh 
masyarakatl yang memintal izin kepadal pihak RT/RWl maupun 
kelurahanl lsetempat.  
Tingkatl pemahaman hukuml dan pengetahuanl hukum ladalah 




masyarakatl dimana kesadaranl hukum padal dasarnya adalahl cara 
pandangl masyarakat terhadapl hukum itul sendiri, apal yang lharus 
dilakukanl dan tidakl dilakukan terhadapl lhukum, sertal penghormatan 
kepadal hak-hakl orang l ain.  
Pemahamanl Hukum adalahl sejumlah informasil yang ldimiliki 
seseorangl mengenai isil peraturan daril hukum ltertentu. Dalaml konteks 
permasalahanl ini ladalah, peraturanl hukum itul sendiri, yaitul UU lNo. 
22l Tahun 2009l Tentang LLAJ l maupun Peraturanl Kapolri Nomorl 10 
Tahunl 2012 Tentangl Pengaturan Jalanl dalam Keadaanl Tertentu ldan 
Penggunaanl Jalan Selainl Untuk Kegiatanl Lalu lLintas, dimanal terlihat 
bahwal sebagian besarl masyarakat tidakl memahami isil dari lkedua 
peraturanl perundang-undanganl tersebut dikarenakanl tingkat 
pengetahuanl hukum masyarakatl terhadap kedual peraturan ltersebut 
yangl masih kurangl atau bahkanl tidak lada. Pengetahuanl Hukum, lyang 
berartil pengetahuan seseorangl mengenai beberapal perilaku ltertentu 
yangl diatur olehl hukum yangl berkaitan denganl perilaku lyang 
dilarangl ataupun perilakul yang diperbolehkanl oleh lhukum.  
Dil dalam Pasall 17 Peraturanl Kapolri Nomorl 10 Tahunl 2012 
Tentangl Pengaturan Lalu l Lintas Jalanl secara eksplisitl tertulis lbahwa 
izinl penutupan jalanl yang sahl adalah yangl dikeluarkan olehl Polri 
dimanal masyarakat yangl ingin melakukanl penutupan jalanl untuk 




setempatl setelah mendapatkanl rekomendasi daril pihak lpemerintahan 
yaitul RT/RW dan l kelurahan lsetempat. 
Dalaml konteks penelitianl ini, terlihatl bahwa lsebagian 
masyarakatl menyadari bahwal mereka diperbolehkanl untuk 
melakukanl penutupan jalanl selama memilikil izin. Namunl karena 
merekal tidak mengetahuil peraturan yangl khusus tentangl perizinan 
penutupanl jalan tersebutl dimana merekal harus memilikil izin ldari 
lPolri, makal mereka memintal izin kel pihak pemerintahl setempat lyaitu 
RT/RWl maupun lkelurahan. 
Padal dasarnya, kesadaranl hukum masyarakatl tidak ltumbuh 
denganl sendirinya, meskipunl dalam diril setiap anggotal masyarakat 
mempunyail kecenderungan untukl hidup yangl teratur. Untukl itu 
kesadaranl hukum masyarakatl perlu dipupukl dan ldikembangkan.  
Untukl meningkatkan kesadaranl hukum, dalaml hal inil tingkat 
pengetahuanl dan pemahamanl hukum masayarakatl Wilayah Mejasem 
Kabupaten Tegal terkait l peraturan mengenail penutupan jalanl yang 
bersifatl pribadi lini, salahl satu hall yang dapatl dilakukan ladalah 
denganl melakukan sosialisasil peraturanl perundang-undangan l yang 
lberlaku. Daril sembilan orangl yang penulisl temui, lsemuanya 
mengatakanl bahwa merekal tidak pernahl mendapatkan lpemberitahuan 
soall peraturanl perundang-undanganl terkait denganl penutupan ljalan 




Padal bagian sebelumnya l telah dijelaskanl bahwa salahl satu lhal 
yangl dapat dilakukanl oleh Polril sebagai penegak l hukum ladalah 
denganl meningkatkat pengawasanl peraturan penutupanl ljalan. lSalah 
satul langkah pengawasanl tersebut adalahl pihak Kepolisianl dapat 
melakukanl koordinasi dengan l pemerintah setempatl yaitu lkelurahan, 
RTl dan RWl untuk melakukanl sosialasi peraturanl lperundang-
undanganl terkait penutupanl jalan, sepertil dengan lmelakukan 
pertemuanl antara lpihak-pihak terkaitl dari lKepolisian, lKecamatan, 
Kelurahan, lRT/RW, dan l tokoh-tokohl masyarakat lsetempat.  
Dengan l banyaknya kegiatanl penggunaan jalanl yang lbersifat 
pribadil dengan penutupanl jalan tanpal izin diakibatkanl oleh 
masyarakatl yang tidakl mengetahuil peraturan-peraturanl penutupan 
ljalan. Akibatnyal penutupan jalanl dapat berlangsungl tidak lsesuai 
aturanl seperti tidakl adanya jalanl alternatif, rambul lalu l intas 
sementaral tidakl ada/tidak lmemadai, ataul bahkan kegiatanl penutupan 
jalanl dapat merusakl konstruksi ljalan.  
Hal l ini tidakl sepenuhnya merupakanl kesalahan lmasyarakat 
karenal memang beluml pernah adal sosialisasi yangl dilakukan loleh 
pihakl Polri dengan l pemerintah setempatl dan lmasyarakat. lDengan 
sosialisasil peraturan yangl dilakukan Polril dan pemerintahl dengan 
lmasyarakat, makal tingkat kesadaranl hukum, yangl berarti lpemahaman 
danl pengetahuan lhukum, masyarakatl dapat ditingkatkanl sehingga 




dapatl berjalan denganl lebih lbaik. kesadaranl hukum, yangl berarti 
pemahamanl dan pengetahuanl hukum, masyarakatl dapat lditingkatkan 
sehinggal penegakan hukuml peraturanl lperundang-undangan 
penutupanl jalan dapatl berjalan denganl lebih lbaik.  
d. Faktor l lSarana/Fasilitas  
Faktor l sarana ataul fasilitas yangl mempengaruhi lpenegakan 
hukuml mencakup tenagal manusia yangl terampil, organisasil yang 
lbaik, peralatanl yang lmemadai, danl keuangan yangl cukup dimanal hal-
hall tersebut adalahl yang terkaitl dengan penegakl hukum yaitul Polri. 
Tenagal manusia yangl terampil sertal organisasi yangl baik lterkait 
denganl kemampuan danl tingkat pendidikanl tiap petugas l Polri ldalam 
menanganil tiap keadaanl pengaturan jalanl pada saatl penggunaan ljalan 
selainl untuk kegiatanl lalu l intas.  
Sementaral fasilitas peralatanl dan keuanganl yang cukup l ditandai 
denganl fasilitas yangl digunakan olehl petugas Polril dalam lmelakukan 
pengaturanl lalu lintasl jalan padal saat penggunaanl jalan selainl untuk 
kegiatanl lalu lintasl seperti kendaraanl bermotor yangl digunakan 
sampail denganl alat-alatl bantu sertal rambu-rambul sementara lyang 
telahl dianggarkan untukl pengaturan lalul lintas dalaml keadaan 
ltertentu.  
Padal dasarnya, sarana l dan fasilitasl yang dimilikil oleh lPolri 
sudahl cukup memadail dalam mendukungl penegakan lhukum 




pribadil dengan melakukanl penutupan ljalan. Dil dalam pasall 4 lsampai 
pasall 10 Peraturanl Kapolri Nomorl 10 Tahunl 2012 lTentang 
Pengaturanl Jalan dalaml Keadaan Tertentul daan Tertentul dan 
Penggunaanl Jalan Selainl Untuk Kegiatanl Lalu Lintasl telah ldijelaskan 
tentangl tindakan pengaturanl lalu lintasl dalam keadaanl tertentu lyang 
dapatl dilakukan petugasl Polri, salahl satunya adalahl saat lterjadi 
penutupanl jalan. Mulail daril isyarat-isyaratl sampai denganl langkah-
langkahl pengaturan lalul lintas yangl dapat dilakukanl oleh petugasl l alu 
lintas
45
. Selainl itu, petugasl lalu lintasl Polri jugal telah ldilengkapi 
denganl berbagai fasilitasl alat bantul dan lrambu-rambu sementaral yang 
dapatl digunakan untukl pengaturan lalul lintas saatl terjadi lpenutupan 
ljalan, lyaitu : 
1. Lampul rotator berwarnal biru yangl berfungsi lsebagai 
peringatanl bagi pengguna l jalan untukl memperlambat l aju 
lkendaraan;  
2. kerucutl lalu lintasl (traffic conel) sebagail peringatan ldan 
petunjukl bagi pengguna l jalan yangl bersifat lmultifungsi; 
dan l 
3. rambul lalu lintasl sementara yangl berfungsi lsebagai 
peringatan, lpetunjuk, l arangan, danl perintah bagil para 
penggunal jalan untukl diikuti danl ldipatuhi.  
4. lpeluit;  
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5. lmegaphone;  
6. lampul senter denganl pancaran warnal lmerah;  
7. rambul lalu lintasl sementara danl barikade untukl lsituasi 
lkhusus;  
8. alatl komunikasi (handyl talky/HT l);  
9. kapurl ltulis;  
10. rompil lalu l intas; danl  
11. kelengkapanl perorangan l ainnya.  
 
Faktor l ini jugal berpengaruh padal jalannya acaral penutupan 
jalanl yang bersifatl pribadi, karenal jika tidakl memiliki saranal atau 
fasilitasl yang memadail maka acaral yang akanl diselenggarakanl bisa 
menimbulkanl kemacetan danl bisa merugikanl masyarakat lainl yang 
inginl lewat dil jalan ltersebut.  
 
Daril keempat faktorl yang telahl dijelaskan dil atas, salahl satu lpoin 
pentingl yang terlihatl adalah penegakanl hukum terhadapl peraturan 
penutupanl jalan beluml maksimal yangl diakibatkan olehl penegak lhukum 
yaitul pihak kepolisianl yang kurangl aktif danl kurang tegasl dalam 
pelaksanaanl peraturanl perundang-undanganl yang lberlaku.  
Undang-undangl Nomor 22 l Tahun 2009l Tentang Lalu l Lintas ldan 
Angkutanl Jalan danl Peraturan Kapolril Nomor 10l Tahun 2012 l Tentang 




untukl Kegiatan Lalu l Lintas telahl mengatur tentangl pelaksanaan lpenutupan 
jalanl untuk kegiatanl yang bersifat l pribadi mulail dari prosesl perizinan 
sampail dengan pemberianl sanksi. lNamun, banyaknya l penutupan jalanl yang 
tidakl memiliki izinl yang dikeluarkanl oleh Polril terjadi karenal masyarakat 
yangl tidak mengetahuil tentang kedual peraturan ltersebut. Meskipunl begitu, 
sebagianl masyarakat yangl tidak mengetahuil peraturan penutupanl jalan 
ternyatal memiliki inisiatifl untuk memintal izin kepadal pihak lpemerintah 
lsetempat, baikl itu kelurahanl maupun lRT/RW. penutupanl jalan llternyata 
memilikil inisiatif untukl meminta izinl kepada pihakl pemerintah lsetempat, 
baikl itu kelurahanl maupun lRT/RW.  
Daril hasil penelitanl terlihat bahwal hal tersebutl bukan lsepenuhnya 
kesalahanl dari masyarakatl karena tidakl pernah terdapatl sosialisasi 
peraturanl dari pihakl Kepolisian. Bahkanl masih adal pihak pemerintahl baik 
itul dari kelurahanl maupun RT/RWl setempat yangl juga tidakl mengetahui 
perihall peraturan penutupanl jalan ltersebut.  
Berdasarkanl permasalahan ltersebut, pihakl Kepolisian lNegara 
Republikl Indonesia diharapkanl dapat bekerjal lebih aktifl dalam 
meningkatkanl pengawasan dan l penegakan peraturanl lperundang-undangan 
penutupanl jalan. Pihakl Polri diharapkanl dapat berkoordinasil lebih lbaik 
denganl pihak Pemerintahl dalam melakukanl sosialisasi peraturanl sehingga 
baikl pemerintah maupunl masyarakat memiliki l akses danl mengetahui 
tentangl peraturanl perundang-undanganl yang mengatur l pelaksanaan 




terhadapl peraturan ltersebut, makal pihak Polril diharapkan dapatl lebih ltegas 
dalaml memberikan lsanksi, utamanya l dalam pemberianl sanksi ldenda 









A. Kesimpulan  
Dari data yang dikumpulkan setelah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa : 
1. Pelaksanaanl penggunaan jalanl selain untukl kegiatan lalul lintas lyang 
bersifatl pribadi denganl penutupan jalanl dil Wilayah Mejasem Kabupaten 
Tegal dilakukanl untuk kegiatanl acara lpernikahan, lkhitanan, danl kegiatan 
lainnya l seperti acaral syukuran. lNamun, sebagianl besar kegiatanl penutupan 
jalanl tersebut masihl berjalan tidakl sesuai denganl peraturan lperundang-
undanganl yang berlakul dimana banyakl yang tidakl memiliki izinl tertulis 
daril lPolri. Sebagail akibatnya, penutupanl jalan tersebutl menimbulkan 
gangguanl ketertiban arusl lalu lintasl sehingga memperparahl kemacetan 
yangl sering terjadil di l Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal.  
2. Faktor-faktorl yang mempengaruhil penegakan hukuml terhadap lpelaksanaan 
penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu lintasl yang bersifatl pribadi 
denganl penutupan jalanl dil Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal ladalah:  
a. Faktor l lHukum  
b. Faktor l Penegak lHukum  
c. Faktor l lMasyarakat  




Dimanal faktor penegakl hukum memegangl peranan pentingl banyaknya 
kasusl penutupan jalanl tanpa lizin. Kurangnya l sosialisasi daril Polri lselaku 
penegakl hukum kepadal masyarakat danl pemerintah lsetempat 
mengakibatkanl banyak masyarakatl yang tidakl mengetahui lperaturan 
perundang-undangan l tentang penutupanl jalan. Masyarakatl yang ltidak 
mengatahuil peraturan tersebutl pada akhirnya l hanya memintal izin lkepada 
pihakl Pemerintah setempatl yaitu kelurahanl atau lRT/RW, lsehingga 
pelaksanaanl penutupan jalanl yang dilakukanl tidak sesuail dengan lyang 
seharunyal seperti telahl diatur olehl peraturanl lperundang-undangan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai 
berikut : 
1. Diperlukanl pengawasan yangl lebih ketatl serta sosialisasil peraturan lkepada 
masyarakatl terkait denganl penegakan hukuml penggunaan jalanl selain 
luntuk kegiatanl lalu lintasl yang bersifatl pribadi denganl menutup jalanl ldi 
Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal.  
2. Pihakl Penegak lHukum, yaitu l Polri diharapkanl dapat bekerjal lebih lproaktif 
danl lebih tegas l dalam pelaksanaanl peraturanl lperundang-undangan 
penggunaanl jalan selainl untuk kegiatanl lalu l intas. Selainl melakukan 
sosialisasil peraturan denganl menyeluruh kel segala lapisanl lmasyarakat, 
Polril diharapkan dapatl lebih tegasl dalam memberikanl sanksi lterhadap 
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